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Perlhal= Perbaikan Permohonan Feng, Inari Pasa1 2, Pasal I^ ayat (2),
Pasa1 279 dan Pasa1 ^8 angka (3) dan (10) Lampiran Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peratiu, an
Feinerintah Fengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020
tentang Icebjjakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancainan
Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Nomor 184 Tabun ;2020, Tambahan
Lembaran NeP'ara Nomor 6516, Tan, bahan Lembaran Negara
Nomor 6516)ter^cd", b Undang-UndangDasarNegara Republik
Indonesia Tahun 1945.

(DINLA, .16ROUP

Jakarta, So Iuni 2020

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini, Sururudin, S. H. , LL. M. ,
Warga Negara Indonesia, Iahir di Kebumen, 15 MeI 1988 beralamat di
Bojongsari RT o2 RW o2, Allan, Itebumen, Jawa Tengah, No. KTP
3305/1/50588000+, dalam hal ini meinilih domisili hukum pada kantor
hukum Din Law Group yang beralamat di Ruko Mahoni BIOk H, Jl.
Poltangan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, untuk seranjutnya
disebut sebagai"Pemohon".

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah kiranya
Mahkamah Konstitusi menguji norma undang-undang, yakni menguji Pasal
2, Pasa1 1.2 ayat (^), Pasa1 27, dan Pasa1 28 angka (3) dan (,. 0) Lampiran
Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Feinerintah Fengganti Undang-Undang Nomor I Tahun ^020 tentang

..........
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Icebjjakan lieuangan Negara dan Stabilitas Sistem I, euangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancannan Yang Meinbahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem I^euangan Menjadi
Undang-Undang (Leanbaran Negara Nomor 1,341Tahun 9090, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 651.6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
65t6) (EUl, ti P-I dan P-2) to"had^I, Pusal I ayat (2) dan ayat (8), Pusal +
ayat (1), Pusa1 5 ayat (2), Pana1 20 ^yat (1), Pusa1 20A ayat (1), Pasa1 23, Pusal
23E, Pusa1 24^, Pas^l 24^A ayat (1), Pusa1 27 ayat (1), Pusa1 280 ayat (1), dan
Pasa1 28J ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19415, selanjutnya disebut"Undang-Undang Dasar-L945"(Bukti P~S).

Sebelum melangkah untuk sampai kepada petitum permohonan inI,
izinkanlah Feinohon untuk terlebih dahulu secara sistematik menguraikan:(I)
Hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa dan meroutus perkara pengujian undang-undang sebagaimana
yang dimohonkan dalam permohonan ini; (2) Hal-hal yang terkait dengan
kedudukan hukum atau "/<galst@"of 271g" Peruohon yang menerangkan adanya
hak-halt konstitusional Feinohon yang dinerikan aleh Undang-Undang Dasar
194.5 yang dirugikan dengan berlakunya norma undang~undang yang
dimohonkan untuk diuji;(s) Hal-hal yang terkait dengan argumentasi yuridis
yang diajukan Pemohon sebagailandasan untuk mengajukan petitum dalam
permohonan ini;(4) Ringkasan; dan (5) Petitum, sebagai berikut:

(DIN LA, ^16ROUP

I, KONSTITl. ISIM^ BERWENANG UNTUK

lvlEMlE:RIKSA, MENGADlLIDAN MEMUTUS PERMOHONAT. I
TNT

I. Bahwa Feinohon, sebagaimana telah dikemukakan diawal permohonan
ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk meIakukan

pengujian Pasa1 2, Pasa1 1.2 ayat (2), Pasa1 27, dan Pasa1 28 angka
(3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 9 T'ahun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Feinerintah Fengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Icebjjakan I^euangan
Negara dan Stabilitas Sistem Iceuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Allcamai, Yang Meinbahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem I^euangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 13.11 Tahun
2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6516), (Bukti P-,. dan P-2) terhadap
Pusal I ayat (2) dan ayat (3), Pus^I 4^ ayat (1), Pana1 5 ayat (2), Pusa1 20
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ayat (1), Pusa1 20A ayat (1), Pusa1 23, Pusa1 23E, Pusa1 24 ^yat (1), (2),
dan (8), Pus^l 27 ayat (1), Pus^I 280 ayat (1), dan Pusa1 28J ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 01eh
karena itu, permohonan ini termasuk ke dalam kategori pengujian
undang-undang;

2. Bahwa ketentuan Pasa1 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa
Mahkamah lionstitusi berwenang mengadilipada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya hersiftit final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar. Pasa1 10 ayat (1) hurufa Undang-
Undang No. 24, Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan
Mahkamah Konstitusi beryenang untuk mengadili pada tingkat
pertaina dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain
"menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republ_ik Indonesia Tahun 19415". Penegasan serupajuga dikemukakan
o1eh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang menyatakan: '"Mahkamah lionstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya bersifb. t
final untuk" antara lain "menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19*5". Sementara
ketentuan Pasa1 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Feinbentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang--Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang. Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam
hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara ReptEblil{ Indonesia Tabun 19415, pengujiannya
dilakukan o1eh Mahkamah Konstitusi";

S, Berdasarkan uraian angka I dan 2 chatas, inaka Feinohon berkeyakinan
bahwa Mahkamah Konstitusiberwenang untuk mengadnipermohonan
pengujian undang-undang inI pada tingkat pertaina dan terakhir yang
putusannya hersif;It final.

(DINLA, ., GROUP

11. PEMOHON ^^ERMILIKI ICEDU01.11^AN HDKUM

ST, 4NDfNG)^^netQ'GalUltAN PERMOHONA}. 11Nl
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I. Bahwa Pasa1 51 ayat (1) Undang-Undang No. 2* Tahun 2003 tentang
Mahkamah lionstitusi sebagaimana ternh diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
mengatakan bahwa Feinohon pengujian undang-undang adalah "pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan o1eh betlakunya undang-undang" yang dalam huruf a
menyebutkan "perorangan warga negara Indonesia". Salanjutnya dalam
Penjelasan atas Pasa1 51 ayat (1) undang-undang a 9240, disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "hak-hak
yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945", sedangkan yang dimaksud "perorangan" termasuk
kelompok orengyangmeminkikepentingan sama;

2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana
tertuang dalam Putusan No. 0061PUU-1/1/2005 jo Putusan No.
111PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberIkan
pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan
"kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-
undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Feinohon yang diberikan
aleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19415;
(2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap o1eh Feinohon telah
dirugikan o1eh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian
konstitusional Feinohon yang dimaksud bersif;at spesifik (khusus) dan
aktual, atau setidak-tidaknya bersifh. t potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan tel:jadi;(4!) Adanya hubungan sebab-
akibat (caws"!318rb""d) antara kerugian dan berlakunya undang-undang
yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kernungkinan bahwa
dengan dikabulkannya permohonan, inaka kerugian konstitusional
yang didalilkan tidak akan atau tidak lagitei:jadi;

s. Bahwa Fernohon adalah Warga Negara Indonesia (VINl) yang dapat
dibuktikan dengan Itartu Tanda Penduduk (KTP) yang didalamnya
toreant"in Nomor Induk Kep^ridudukan (inK), (EUkti P-*). Oreh
karena itu Feinohon adalah "perorangan" sebagaimana yang dimaksud
dalam Pusa1 51 ayat T Undang-Undang Nomor 24, Tabun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana terah diubah dengan Undang-
Undang 1.10mor 8 Tabun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2003 tentang Mahkamah

seranjutnya disebut "Undang-Undang MahkamahKonstitusi

dan o1eh 1<arenanya adalah pihak yang sah untukKonstitusi"

mengajukan permohonan pengujian undang-undang;

(DINLA, ., GROUP
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+. Bahwa Feinohon sebagai warga negara adalah warga negara sebagai
perubayar p^j^k yang dapat dib"ktikan dongan NPWP (EUkti P-5),
Sehingga dapat dipandang memillki kepentingan sesuai Pasa1 51
Undang-Undang No!nor 24^ Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24^ Tahun
2008 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud sesuai dengan
adagium 710 t@. ratio?I rut'thin, t/lintzbjb"!20" dan sebaliknya 710 I, artzbjbatz'o72
ruttftoz, t mr. Sehingga hak dan kepentingan Pemohon telpaut pula
dengan proses pembahasan Undang-Undang a quo yang telah dibiayai
o1eh negara. Setiap proses penyusunan produklogislasi menggunakan
uang negara demil{ian pula bagi pembayaran bagiintitusi. Haltersebut
8<^iaian dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
221PUU~XII/201*jo Putusan MK Nomor27/PUU-Vin2009;

5. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tabun 2020 menitikberatkan pada
penggunaan anggaran negara (APBN) yang pada pokoknya adalah
persoalan Iteuangan negara. Feinohon sendiri menyadarijika kenangan
negara adalah bersumber dan panak yang dibayarkan aleh warga
negara. Feinohon sendiri adalah pembayar pajak yang baik secara
langsung inaupun tidal< langsung meinpunyai kepentingan atas
penggunaan dana penguinpulan pajak yang nantinya digunakan o1eh
pemerintah dalam menialankan pemerintahan. Feinohon tentunya
berharap jika penggunaan uang negara yang bersumber dan pajak
tersebut sesuai dengan aturan konstitusi dan nilai hukum yang kita
pegang. Feinohon merasa haknya dilanggar jika penggunaan dana
pt\jak yang nantinya herdasarkan undang-undang yang dibuat namun
bertentangan dengan nilai yang diatur di dalam konstitusi. Dalam UU
No. 2 Tahun 2020 ini Feinohon merasa haknya dilanggar karena berisi
aturan penggunaan dan pengaturan APBN yang tidak sesuai dengan
ayat-ayat konstitusiyang terdapat di daiam UUD 194^5;

6. Bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan
rakyat, di mana kedaulatan tersebut d^alankan berdasarkan pada
Undang-Undang Dasarsebagaimana yang diatur di dalam Pasali ayat
(2) UUD 19*5. Peruohon dalam halini sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dan ratusan juta rakyat Indonesia yang meiniliki
hadaulatan yang sama;

7, Sebagai "perorangan", inaka kedudukan Feinohon sebagai
perseorangan warga negara, dan o1eh Rarena itu meinpunyai hak-hak
lionstitusional yang diberikan aleh UUD 19415, baik hak yang bersifat

(DIN LAP. I GROUP
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langsung atau pun tidak langsung seperti hak untuk
mendapatkan aturan hukum yang sesiiai dengan konstitusi dan tata
aturan hukum sebagai konsekuensi dan pernyataan bahwa Negai. a
Republik Indonesia adalah sebuah "negara hukum" sebagaimana norma
yang dint"" dal^in Pusal I ayat (3) UUD 19,15;

8. Bahwa sebagai warga negara, di dalam kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan Feinohon sadar untuk menjunjung hukum dan
pemerintahan dan sebagai bagian dan rakyat yang herdaulat atas
keberadaan pemerintahan yang ada dalam rangka menialankan cita-cita
inulia konstitusi kita. Bahwa Feinohon yang meinilikilatar belakang
pendidikan hukum dan mencintai k4jian Hukum Tata Negara meminki
kepentingan untuk hadirnya pemerintahan yang adjl dan menunjung
tinggi konstitusi dan bentuk ketatanegaraan yang demokratis dan
sesuaiprinsip keseimbangan antar lembaga negara. Feinohon meinbaca
dan meinpelajarinorma undang-undang yang baru disahkan o1eh DPR
tersebut dan menhat ada banyak sisi yang tidak sesuai dengan nilai~
nilaiideal konstitusi kita. Setelah merubaca Feinohon menganggap

adanya kekuasaan yang begitu besar yang diberikan kepada Presiden
selaku kepala pemerintahan yang meIalui UU No. 2 Tahun 2020.
Terbatasnya beberapa fungsi utama DPR daiam hallegislasi, anggaran,
dan pengawasan sebagaimana yang diamanahkan UUD 19+5 juga
terdapat di beberapa norma yang di atur di dalam undang-undang
tersebut. Feinohon meyakini tanpa adanya sanng 1<0ntrol antara
Itekuasaan yang bersumber pada asas trz'@s ?o121icc di dalam negara
hanya akan meIahirkan Itekuasaan yang terpusat pada satu elemen
kekuasaan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan semangat
konstitusi kita;

secara

(DINLAN GROUP

9. Bahwa o1eh karena itu semua cita-cita inuna konstitusi menjadi
terhalang dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasa1 2
Lampiran LTDN0. 2 Tallun 2020, yang berbunyi,

I. "DC1c?, t 7,471gk@ p8Z"ks"?z@"" keb4"kc?t teara?, g@?t it^g"r@ $86@g@find?IC
4277z@hard darnm Pas"/ I 4/1@t (<^,), Pemert7atah berzue""?Ig writz, k:

(12) mazetaj!, fra?I hat@$@" d^It'sz'tanggar"". deng"" kgte?It24@" sebagm' bank"t:

I. mum"3/@"I' S% (trig" person) of"?7' Prodt, k Domes!zk Br"to (PDB)
$81@in@ masa land?zg"?lain Coro"" Fz}. r's Dz:;e@$8 20/9 (ConD-79)

yang meinhaftq}^@fundam/@mr, Mitt"k matgfr"d'q#I
1878ko"Qintb" maszb"at dan/@to" stabzlztas sistem kez, @?28"" 1412}tg
Icing sam?@a'derzgc" betafrhz'my@ T"ftz, ?2,473ggar"?z 2022;
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2. $<7'"k Tabi, " ,474gg. @ran 2028 besdra?I doffsz't "kg?a tomba!z' ", 8147/1dz'
1,127zg t!'?38gz' $668say s% (tz^'a person) dan' Frothk Domestzk Bn, to
(PDB); d"" lazyes"'21/7z berm-@?I of^Instt $66cg@tm@?24 of zinck$24d p@of@
amgkd I malltrdz' $86@g"z'mama dz'ingks"d fad" 473gka 2 of tmkz, kg"
$800r@ bermft4?'"

s. pe^yew"ztr" busar"" of</;sz't $86ag@z'inane dam@had pada dingk@ I
ing?!Itrdz' $e6@gin>?24"tz of zinck$?, of PCd" @718kc 2 4thkata, I $864?tz
belt"h4"'

(4) meldka, kg?a lazyes"in^?a 683@?tz" 68th?!?ti to, ^?76 (mandatory ^!lendzftz;;)
$86"gaz;?34"@ dzt, tart daiam frete"ta, an nerdtt, ran peru"damg-1472d"?284"
terk@2'4

(4) meldkt!k"?I liefgesera?I amggar"" a"tan, "z't o7ggritsas4 cartao!"wings4
of '71/4t@If grim?/170gr@",,'

(11) mehkz, k@" tindafra?I y@?28 6674kz'6@t 1,871gelt!@?'@?t @143 686@?I rimggar@"
Perldq/, gin?t da?I Bel@?^Ib Nqg"r@ ofPBN), y@?!g 4,388. @roar wittyk
manbiq),@z'?87,861"@raft ter5,611t 6812, in tersedz'@ at@74 12/1@/c carti!16 tarsedz:12,
self@ materztz, ka"?ruses dait matoda?6738ad@@?z barging nibsa;

(4.1 manggt, "@kan @73gg"rafty, z"g betsz, in ber d'@731

I, &^", 4, ,88. mumL, b, ^ (8.4L);

2. dan" a6@dz' daiz arkt, init1"$2' of""" ab"of 2187zdtt!zk"?z;

3, dan" yC!?Ig dZk?, as@Z'?28g, Z?'@ deng@?I A?716ntZ telt8?Itt, ;'

4-, dandy@?zg dateZ01" o18hBada?I Laya""" Dint, "%. 4,721at"it

5. d", z@yang 68r"said"rz'?8728/4r""ga?z Ponyeit""?I ModalN, ;gar@?@of"
Bad"" Danh"M, MN<gin. ^(BUMN);

09 me?!87621k"?I 8,474t Of@?ag N, ;g'@r, z c!@"/@toad 824r@t Barfic, g@ By"7212h
N, ;g'@in 48?again ti;11,073 fetter!far kftz, $"saya datam rungk".?a"damz' Coro"@
72'my Dz:sease 20/9 (ConD-/9) ""tz, k of@?@t dz'belt^!eh B@"k 173do?zestb,
Bad@" Us^h" Mifik N<gaitz (BLIA47\7), aimestor tonb0?^$4 don amtt
2737/8stor 71te^

fig) memetqj, kan number-number fernbiqj, """ 11"ggara?, >, a"g berus@! of"rz'
dafum of@?21"tat, kidr nege?t;.

in) manberz:44"?27,711m@?a ke^!,@of@ Lemb@g" PanJtimi?z Sampan"?,;

(4) meldkz, kg?, patgt, tom@@?a perugg"""@" @10k@$2' dingg"init witt"k kgg'rat@?I
telte?zta, (r^o61,327zg), 1,873yes, ,"z'"?z anbkas4 don/am24 fernoto"gum/
pant, ?Id"@?I 1,872y"!"re, z dingg@7473 Tram^/'or 18 Dagr"h of"" D@"a Des, z,
donga" kn'tarztr termtt4'

O) numberaxon hibahk<#,"d@Femurz'"tohDCerah, . don/@tow

(DIN LAP^^! GROUP
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'(8'0<1) 0771. ,a \. vs?1,400
172poza IIOP (IQ$494 qin"4 314,143) %o9 low, wow ISP409!?? in98S-!?? 773^!^p
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(80.1) o77L!a' \. 2739z, ,o0 WIPO. ,, I 1.40p (I"$184 ainz?) %s Jus?983 ^;i'sz, .22 82, ,ZIP4
12,1749t, , lipqt, ,?\ day07. ,?q PIO98S 7,233f?p I'DJ"$99 ipZ, 0130t, I'D. 21,401,0\?194
aruyDi{b^'@qt, ,?144 .8'1, Dr MDZ, ,"?I'D 24"p"VB'new "\. SMPJ WPIOp "'70/2, "p
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'""81, array lory?s $07?1290js ". Splint, , PI, !?s fj'"4t, ,DPIa?
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"\8140J WayD? a. 1,892, itasuD"87 874"pZq IP (ICJDZ, Zp. ,OD, ,?22) DSPZq
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watt".,?mad I'D8t, ?p I'Dyy?I^, 12p 87, Dr fr, "83ta"?\ waists o, <14\?am914,2144 ^

I'Dp fr, par"zqt, ,84'3, rip 01,891, "fir"189 14070\. Sanwa4 I'Dp '", 4,882,
740,114,218t, ?I WowU?mad innO. ZSDZ, .21,1000y3 I'Dy"91, ,"7,494 2407"924401J94 '

'4"P'V. ,87 \"Jar, "PI9q 141"I DID?240 t;'war (61
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IP War"\Op .ZSD\^!@1414, !S amp 924,572, a\aru Upon"%^Jap?fan4 anyway9Z, , (1)

11100 110J MENip'MMA\:91!Sqam.

an0^!19 ,., Iv~I NIO)



NomorS6 T"him 2009 leftta?agKeseft"to?,;

b. Kitgg"in?I wink des@ yang berst, in687 offzrz', 4,188"in?I Pe"d@?@to?t of a"
Bad?!itz Negar@ $868s@r 10% ($4, "!?Ih 2587:se??) dart' don at jug?, dama
T?'@"^It!r Dagr@fi, , ya"g dztitz, r darnm 072d@?28-Und""g Nomor 6 Tallt, "
2014. tartmzgDe$,^' d@"

c. Besaran Don@ ,4101asz' Omitm tarft@d'@I Pendqjb"ton Datam Nt;g. 81.2'
Barsz'h $864g"z'inc"@ of 211tt, I d@!"in U?Id""g- 071da?zg Nomor 88 Tafti, "
2004 te?lining Perl'inbang@" Kea, "?Ig"?z @71tar@ Feinen'?!toh dan
Feinerz}Jinft@?I D@81'"h

(DIN LAD^fj GROUP

Ferryerrrai"?a 683a?'"?I 681,741'" to4716 (in@"d^to?y $168?zdz}381 $86@842'inaria
of 1772akst, of darnmpus, z1 272i tiffak of 27"k"kg" infrad@? fungalokasztz" angg@?tz?z
I, andzdzk@?I $868sm. 20% @246 par/"ft person) dafum tofu, I 680til""
$864gm}?24"@ d'211m"""tk@?a 4414m U"dang-U?tdrr?Ig Dasar N<g@?.@ BC#jarb!jk
litd0"832^ T@/!24?! 1945.

Te?. hadqjb of@erahy@?Ig dz7@"of a mat!1624"y@"g bel"in dzl@"of" landemz' Corona
72'774$ Dire@$8 2019 (COPTD-19) of@?at mmggrr"aka?I $86agztz?z am, , sei"ft, ft
6814?{I'd z'^/;'CStn, ktz, r $86es"r 25% (dun 1741tth Izhi@ person) dorz' Dong
Tm?I^;It;r Urnz4m (DTLl) I, "!?, k fond"g"7,473 ?@"clamz' Core?a@ yz}'IIS Dz:sease
2019 (ConD-79), bink 14th, k softor kesehata" Mat^un wittyk Itrrz7zg
palgam"?I sontr/ ($003tr! scgj^^' net) admin Mintk I, anyedia"?! 1087^tik baren@
fondz^in'barsi@"?!}!" darn/"tat, 681,741ti 1,272 y@?Ig bets^!at 77,672des@k ya?zg
dzteta?k@?I Panerz>It@h,

H",^I, (Cat^/, I^!",)

Hz, ?21d

Paneit^t@h member7fr"?I frame?laitga?I kt?!, ad@ I^/trimt perbe"of ah@rug" din!
?^1116"t fearg@dad" 647@?Ig da"It's" 14ntt, k me!@kidk@?I tired"kg" czt"s 6864?t
Ingg. "ran Paldqj!, atom of@" Bel^?;?to^ N<g"r@ (, 4PBN), yang dingg. aru" tint"k
mein6211y, If 1,872gel""rare ya"g belt, in Ier$edz^ am?, tz'dart cwm4ji tersedt^
te, ^86144 darnm frailerIg@of@@" b@rang danj}zs@ yang terk"zt deng@?z t!/joy"
1872a"gang?2nd"donz' Coro"@ I'i?t's Disease20 I 9 (ConD- 79).

,,,, rz^fe

nitgk@ I (?:"kt!/, I^!@s)

Ingkc 2 (T@?ag of 2772@tsard dong"?I ""karma, !"$z' 61a?z" ab"ofz lendzdz:1:4""
@datah akz, in"I'Si d@?z, z 46@oft' dan' toflu"- t@harm sebel"maya d@" tz'of@k
team@sat POTSz' dan" 464di?andz^zk@?I y@?18 dzhlok"$211a" datam ,ingg"loft
Pendqjb"tare dc?IBe!"?^?^ N<gar" tobi, " 680^!2737

,4"gk" s (624kt4,7'81"s)
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,4, ,gk" -^& (,,, fray/>It'us)

171gft" 5 (raftg dz'mats?, d dong"?I '!Pe?2781/4@?I Modal Neg@ra" addl@h
ponyert"are modal it^gar@yang ber$4'bt/}. 83h ino72^, (of@?24 sega?;I.

Ht, n{17(data4jbJ^/@s)

Hanv;fg (61,141bJt!as)

Ht, ofh ^"14^7121@^)

Had?'I!12

railg dzin@hard dong"?, 'lazyeszi"212" @10k@$z' Trait^12!?' ke Dagrah d@?I Da"@
Deco" @"!"in Iaz'?a 68n, ?@:

I. lie"yes"'22/7t @10kasz' D""" Bagz' HgSzl of 2'1ak?4ka?I berd@$"rka?I
leftemb""gait?87'8kO"Omztz" d@"/@tat, fell8?'Zinc@?2728gdr, 2;

2. ponyes"az'a" CIOk@sz' D"?z" ,4101"$2' Dint, in per d, 287ah 687'4"$@rk"?a
krzte, ttr fataltarya?18 ofz'tatqjok"" Me"tarz'Ke"@"ga";

fondmb@h@"/?^8718/4i\?28"?z atok@$2' Dan@ Tr"7218?. Khz, sads, fang^lzh"?a
alohasz' @"fur 62^@"g DrtK Fisat at@?, lazyesr, "ztt?I fenggz, ""@?I Dan@
Tr"?z^I^r Kh"$243 k@?. gritz fro"dirt' telte"tar yang numbt, I'dftk@?z "?zgg@ran
malles@I:,' da?21at@"

4. 18/1), 831, @za?z?ag7, @71gg"ra?a Dam@ Des@

7'4"g of zincksz, of fog@?a '?871gz, /@mad" fengg74""@" Dorm Des"" @614/ah
dqj, at dz^'24?z@kg" dint@74 Jaz'?t z, "trek bantt, 472 tongsz, ?28 twit"z' 1,711@dape?tdz, dark
intrkz7t Iz'der@ d@?I k, gzht""lend?zga"drip""ofemz' Corona 727.2^ Disease2019
(town-79).

Hurufj

(DIN LA, ^161^0UP

3.

Hz'haft k, abcd, z I^amen}amft d"erah of 268rz%!@" datam initgk@ 1,872@?28@"@?I
6873ca?I@ akinz, 6872c@"@ itoff-"Ian% banana kana?tarsztz, z?I dam/"tczt, keb^'@ka"
stz^?32,114s list@! dafum r""gfra file?387, ?12,182' d""!/)"k eko?loinz' at@$ 6871c@"@
terse6"t.

Hurufk (."kuni^Ian)

Angka 2 (,"impjd^^)

Bahwa dan isipasaldan keterangan dan norma Pasa12 Lampiran 111.1
No. 2 Tabun 2020 tersebut menjelaskan mengenailuasnya ruan
lingkup undang-undang ini, Halinijustru bertentangan dengan Ruang
Lingkup yang sudah diatur di dalani Bab I Pasal I undang-undan
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aquo. Ruang lingkup undang~undang ini sudah jelas mengatur
mengenai kebutuhan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan
dine"inkan Anggaran Pond^patan dan Belanj^ N^gar^ (APBN) T^han
2020 sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 20 Tahun 2019. 01e}!
karena adanya pandemi Covid-19 yang meinbahayakan pereko!loinian
riasional dan/atan stabilitas sistem keuangan inaka dibuatlah undang-
undang ini. Pandemi covid-19 nyatanya sampai saat ini sudah inulai
terkendali dan pemerintah sudah inulai melonggarkan aktifitas warga
untuk kernbalibekei:ja.

Namun demikian UU tersebut malampaui dart ruang lingkup yang
diatur di daiam Pasal I karenanya senyatanya pada Pasa1 2 ayat (1)
burntajustru mengatur dalamjangka waktu sampai dengan 2022
bahkan sampai 2023. Bahwa kita ketahui bersamajika pandemicovid-
19 tel:ladi di awal Maret 2020 dan itu menjadilandasan dibuatnya
undang-undang ini untuk mengatasi kebutuhan pemerintah daiam
pengelolaan APB}, I ditahun 2020. Haltersebutlebih logis dan rasional
jika aturan ini hanya herIaku pada tabun 2020 sebagaimana ruang
lingkup dan undang-undang dimaksud,

01eh karenanya Feinohon sebagai bagian dan rakyat yang
meminki kepentingan hulliin atas penggunaan anggaran negara

dinigikan kepentingannya, Norma tersebut tersebut
meniinjukkan tidak adanya kepastian hukum di dalam negara yang
berdasarkan pada Redaulatan rakyat dan negara hukum 01eh
karenanya, Feinohon menganggap Pasal tersebut telah bertentangan
dongan Pusal I ^yat (2) dan (8) UUD 194^5.

Sofanjutnya, ballwa dikarenakan adanyapenetapan sepihakpenggunaan
APBl, I dan sisipemerintah telah nyata-nyata mengesampingkan fungsi
DPR sebagaiwal{ridarirakyat. Bahwa DPR sebagaimana dinmanahkan
o1eh konstitusi meminki rungsilegislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan, Hal tersebut menialaskan jika Pasa1 2 ayat (1) huruf a
Lampiran 11.1 No. 2 Tahun 2020 terah bel. tentangan dengan Pasa120
ayat (1) dan Pusa1 20A ayat (1) DUD 194^5.

Bahwa terkait dengan adanya keuangan negara telah diatur khusus di
dalam DUD 19415, o1eh karena itu sebagai bagian dan kedaulatan
rakyat daiam pengelolaan keuangan negara, Di mana keuangan negara
dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kernakmuran rakyat. 01eh karena
itu adanya anggaran yang ditetapkan sepihak o1eh pemerintah tanpa
mehluiproses diDPRjelas hertentangan dengan Pasal 23 UUD 19a, 5.

(DINLA, ., GROUP

merasa
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10. Pasa1 12 ayat (2) dan Pasa1 28 angka (3) dan (10) Lampiran I'm
No. 2 Tahun 2020.

Pusali2 ay^t (2) herbunyi,

"Pel. 346@ft@?a postt4r 42,214tat4 1'271,211" I"gga?. an P8izd@I@to?I dan Bela?4/11
N<gain (!IPBN) datam in"gk"?8/@handa?t kgb^'@ka" francz"gait?leg@r@ dan
IC?Igkaft- laitgkaft $86@g@z'ing?14 of aim@tond datam Pus@! 2 sampan' dong@"
Pusalii ofztzti4?. dong"?z4,142, berd"salt@?z Per"t, ,?", t Preside, ,."

pus"128 angka (8) dan q0), herbunyi,

Pada sadt Per@fura, I Feinerz'"t@h Pangg'""tz' Unda?tg-072d@?zg z'"z marlin'
berl@kt, :

(DIN LAP. ,GROUP

(3) Pusa1 12 ^ict (3) beserial82;?^ms@"?tyc^ Pusa1 15 qj, "t (t;;), Pusa122 q), at
(3), PCS"I 23 ayqt (1), Pas@! 27 ayat (8), dan P@$@I 28 ^, at (3) darnm
Unda?zg-U"darng Nomor 17 T, zht, ?I 2008 tarta"g Kara?zga?z Neg@?@
(Lembar"" N<g@r@ Rep"61^^ 172d0?28$z'@ T@harm 2008 Nomor 47,
T"in 64h"" Lemba?tz?z Neg@Ia 1'3tjbwblz;;! 173do?Msztz Nom0? 4.28(:);

(10) PCS@/ z77 hi4ri^IC aregka 2, Pusa!Z80 ^^at (6;), 44" Pusali82 Und""g-
Und"?Ig Nomor 17 T"him 2014 tartc?Ig Mqjelts Peruz"^)I@rugrat"?a
Ra^, at, Dazed?t Paw"kz7a?I R@b, @t, Dew@?I Peru"kzfo" D'or"h;, dare
Dewa?z Peru@tab?a R"ky, at Dde?. ah (Z, emb@init Nc;gain Rent, 611k
litdo"esth: T@fit, " 2014 Nomor 782, Tambah"" Lombard?z Negc?tz
R4?,, 61^k rindo"eszlz Nomor 5568) $864gm}?land tel@h 6668rqj, q k@!2'422, bah
ternkftz}' dong@?I U?zd"?zg-Urnd""g Nomor 13 Taht, ?z 2019 tarta?tg
Perub@h@" Kgtz^'" din^ Und""g-U"44"gNom0?. 77 Tahz, ?a 2014 tarta?Ig
Mqjt?I^^ Permt, ^, dzu, 3rdtan R@b, 44 Dewa?I Periodkzl"?I Rab!@4 Domain
Peru&kzl"" D'or@h;, of@" Dam@?t Pettedkz7a" Rat?y"tDaer"ft (Lamb@run
N<gain BC?!, 1,612k 172do"esz'" Taftt, " 2019 Nomor 18J, T"in64ft@,,
Lemb@?zz?INegar@ Benz, 61^^ I"donesz^ Nomor 639t^);

dz'?!}laink"" irk!ak borickt, SE^147^?ting berk@z'ta" ofe"gait 186jj'"kan fret, angait
negar@ ant"k?era", Iga"@?tlazyebar@?I Corona 72fus Dz^ease 2019 (COPTD-
19) dam/"t@?, dai@in r@"gka matgh"ofq#i ancainc?z y@"g inarib@hayak"n

feteko"Qinz'@?z it's2'072@! of@"/"tow stabz7zt@$ $2^tern fret, @"g@" 687'of as@rfran
Peratt, rare Pemerz}amh Pangg@"tz U"c!@"g- U?Id"?, g ing'.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1.7 Tahun 2003 tentang liteuangan
Negara:

Pasa112 ayat (3) beserta penjelasaruLya:
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"Darnm hat @?aggar@?a of 41, erkz^aka" d<ifsi^ datetqj, kan number-sum68r
fern6iqy@@?, writ"k menutt, p d^;j'i^it terse6"t darnm U?Id@"g-it?2<^ging ionic?ag
IPBN"

(DIN LA, ^161^0UP

PenJelasannya, sebagai berikut:

"D^;mistt @728gara?I of tingk$2, of dz'batasz' inchz'mat 3% of arz' Fibdt4k Domestzk
Bn, to. Jarm!ah Iz'?!Itzinc?a dz'641@$2' nagksz'mai 60% dan' P?. ooft, fr Domestzk
Brt4!0. "

a. Pasa1 15 ayat (5)

':. i'PBNym4g of isehg'"a' o18h DPR terz}36i sam?ai donga?! 2,722t o7;g'din^@$4
14"g$2; programi: kegzlzt"?% of""Ichzi 681,727'"-"

b. Pus^122 ayat (3)

'Panberz'@"?37:icing" dan/atom hzbaft $86agaz'mama ofz^@had datam 41^"t(2)
chinfrz, k@?! sete!ah mandalat?871,812!lira" Dewd" Peruakz7@" R@^,"t. "

c, Pasa12s ayat (L)

"Pomerz}Jinh PI, sat dqjbat member2:11", I hz'64h, 6127/1^main k, 76ad" @t"24
hibafr, '^'2727/1m"?t d@7Z' puma773t@h/!87,264ga CSz"g donga?,

127. semi'wari DPR. "

d. Pus^127 ayat (3)

'Ferry83t, az'"" IPBN dong@" felt^:gin6a"gain dam/"tat, lambaha?, kead@""
of 26@has 687^@inc DPR dong@" Feinerz}ginh Pusat darnm raftgk" 1,872y"run"?t
?r@Az}agri perubah@" atas IPBN t@h"?z angg"ra?I Jar!g 6873@?Igkt, to",
41'@bald t8t7'"dZ':

a. 187,118?"6472g@?z eko"Dinz' in@kro y""g tz'of@I sewer' dong, 272 drumsz'y@?Ig
dai;I'm@k@" darnmzipB2\{.

b. perubaft@"/10kok-:^okokkeb^'chainska4'

c. kead"@?I yarng me^yeb@bk"" hands of 2/@tartan largerera" a"gg@1472
dittort, "zt org""134s^ 12"t@?'kegz^t@?% d@?t @72t@Dimz^. bel@?^Ia;

of. kg@dan" y"?zg manyeb@bk@?I salad dinggar"" 186^^ tofu4, z $868!"maya
hands d4;, 74n@k@?I I, "trek?ginbiqy@@?z @72gg@inity, z?zg 6817/1/@"."

e. Pasa128 ayat (3)

'Ponye$24@213" JPBD deng@?z perke??aiming@, z darn/@told perub"fitz?I kinda@, I
dib@has bars@in@ DPRD dong@?I Pemerz'"toh Dag?tzft darnm rungka
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lazy"sarin@?a pinkz}a@" Perub^hare atCS IPBD toht, ?a anggar@" ya"g
687. $@"gk, ,tai% 4!,"62'1@ toytrdz':

a. perkemb@"gait y""g tzdak serum' dong"?I aru"asz' 186;j'dim?! wint, in
''pBD;

b. keada"?I yang manyeb"6ka?I h@n, s dz7ak"k@" pelgesei'"?a @71ggara"
init@nanzt org@"2:34s4 antartegt'@/a?% of"?z a"t@oarzs 681a?!?".

c. fre@d@@" y@"g me^!ebabk@?I saido dingg"rare 186zh tohani $868/Win?!!'@
han, s of 4:24"charr a, ?tzark?embi4ya@?I 472gga, '@?Iya"g 6801z!@", "

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 201, ,^ tentangi Maidis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Peruakilan Daerah, dan Dewan ^erwakilan Rakyat Daerah
sebagain, aria telah beberapa kan diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor LS Tabun 201.9:

PasalL77 hurlifc angka 2:

"Datam me!@Ironak@" women"?ag dan t"g@$ $86"gaim@"" dzinak$14d dafum
Pas"I 71 fit, ,t;/',; DPR mercy818"gg@rata" .4<g, Ibt@?a: lie"yesz, @z^?z ffPBN
dinga" perkem6""gait dan/@tow lamb@fta" datam r@?zgk@ pony"$3,724?I
perkz}tic?3158n, 64h"?z at". gzipBNt@ft?,?t @718g@r"?zy"rig barsa"gkt, to?I, 4/6@621a
teU'dj.

a) parkanb""gait ek07zomz' inclro ya"g tz'd"A $233, @i der4ga?z asz, ,usz'ya?!g
4487, ?24fr@?I datam IPB7\!;.

41 numbah"?IPOkok. natokke6^14k""lisk"4'

<. 1 keadtz@"yang menyebabk@" hanrs dafukt, kan?;y@181g'ese?1272 an884r@"
antar-"?, tit o7g'@"is".$4. darn/at"If

41 ke, zd@c" yang me?zyeb@bk@?t saido dingg@run Iehih infrai?z $868!"maya
fitzn, s dig. tingka" Mitttikpem6ztzyd@?, dingg"in?z tofir, ?t 6801/1@?z;

Pus^1180 ayat (6),

lipBNya"g diset?{114i o12ft DPR ternerz}ref s@in?"z' dertg@" 14,121 o7ga?Its"$4
1147zgs4 d'"?a program.

Pasa1182

(DINLAP^161^0UP

(1)D^fom hal teu'@off left, 6<2h@, I ast, "332' eko?loinz' in@kro d'@"/@/@"
left, 6@ham post"r ripBN y@"g s@?28"t $4;.", I';kmi, Panel7, zt@h
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matg^;lark@" 7.4"c@?tg@?I 2472d""g-witda?zg tart@?Ig 1877,64h@?a zipBN
tofruit a"gg"run 680tr'""'

atonemz' in@k?o yang $a"got $3^'?I^'ik@"(2) Fomb"han
setogm}714"a ofzhi@hull, @of" 41, @t (1) 68,741bd,

a. 18,174n4""?a pettyin6th"?a atomomz}"hag $8drk^I I% (intr4 person)
ofz' batedh ast, ,usz'.},"?zg tel"h dztetc?kg?,; dam/@tat,

b. deziz'@SI' CS"?"sz' eko"Qinz' maki'o jin'maya/,"1273g $8dzkz't 10% ($412, /"h
person) d"rz'drumzsz'y""g t81ah of 218t@?kg, !.

(8) Pen4baftc?I nost"r lipBN y@"g s""g"t $219z^'ita?z sebag"a'indri@
of, ^itsI'd/,"of@ 41^^@t (1) 68n, ?,,

q. pat"rum@?t perlerz'in@@?a perjbq?12k"?! palzitg $8dz:1:2't r0% ($4,341t, ft
person) dinz}@824ycz"gte!"h ofztatqj;kg??;

b. karatka" at@24 pe?2/4/2471"" 681,741'" framerztentz?I dina, 18mbaga
1,127zg sad^^^ 70% ($41, "!"h person) dart' fagz, yang telah
dzletq?kg?a;

c. kg6z, tz, fig" bel@?gilly@"g 6873^!tzt minde$@k dare bell, in te?'58dr"?@gz,
c?38g-@?-472^y, I; of"?nataz,

of. fre?zazfr"" d^/;$2t pathg 38th'kit 10% ($4,242, ft person) of"rz' rustb
of ginsz't lipBN terh"'14/6 12ndark domestzk 67"to y"?28 tel@h
drtetq/it, ,.

(<4) Paretoh@$@?I of@?z panet@?an runc@?Ig@" 7472d"?Ig-witd@?zg tart@?zg
perub"ham ,4PBN $86@gin}?atz"" dzin@kit, d path dyad (r) at^@kata?z
o18h Parlorz'?link bets, zm@ derzg@?z Bad@?I 1472gg@rc?z dare from2:32^er/tm't
darnm wattt, pairing lama z (satz, ) bum" d@!@in mas@ sang7ig wieldh
7.4?26,738@?I wild"?18-"?td@??g tartang?grub"hail 14PBN drayi, ka?z o18ft
Panerz7ztoh AC^^ad@ DPR.

(t:;) Datam hat tzd@k teotzdi/, 817tbah@?a awnz$2' atonemz' nutro chill"tan
peru6ah"" postt, r lipBN yamg s@"g@t $4g"^'it@" $864g@anta?24
dam"hard?@of@ 41, ,@t (2) don ^,"t (3), panb@h:@. son?Brad"fig" ,fPBN
421"kt, k"?I dal"in rqjb"t Bad"" linggara" d@?I liel@ks", lad"?Iy@
ats"in?@zk"?I dafum 14/10r@, Ike, ,@"gapt Pemerz}Jinft.

Bahwa norma hukum yang terdapat di dalam Pasa1 12 ayat (2) dan
Pasa1 28 angka (3) dan (10) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tersebut
telah merugikan Pemohon sebagai warga negara Indonesia, sebagai
rakyat yang meinniki kedaulatan sebagaimana Pasal I ayat (2) DUD
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19,115. Rakyat sebagai pihak yang meinniki kedaulatan atas segala
sumber daya yang ada di negara Indonesia. 01eh karenanya seharusnya
penggunaan sumber daya daiam hallni adalah Anggaran Pandapatan
dan Belanja Negara (APBN) seharusnya diatur o1eh wakil ral{yat yang
direpresentasikan o1eh Dewan Peruakilan Rakyat, 01eh karenanya
jelas Pasa1 12 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020 merugikan Feinohon
sebagai bagian dan rakyat Indonesia.

Bahwa selain itu norma Pasa1 12 ayat (2) UU No. 2 Tabun 2020
menunjukkan Itekuasaan yang besar ada pada satu orang semata, yaitu
Presiden. Iteberadaan Presiden yang hanya dengan meinbuat Peraturan
Presiden Iantas menggunakan APB}. Isekehendakjabatan yang meIekat
padanya menunjukkan adanya negara yang Iebih condong pada
kekuasaan semata bukan pada aturan hukum, 01eh karenanya hal
tersebut juga merugikan Pemohon karena menurut Feinohon
seharusnya negara kita adalah berdasar pada hukum sebagaimana
disebutkan pada Pasal I ayat (3) UUD 19415. Bahwajikapun ada aturan
yang memberIkan kewenangan kepada Presiden untuk meinbuat
peraturan untuk menialankan undang-undang, seharusnya itu dibuat
meIalui Peraturan Felinerintah, balmi sebagaimana dimaksud di dalam
Pasa1 5 ayat (2) UUD 194!5. 01eli karena itu Feinohon menganggap
Pasa1 12 ayat (2) UU No. 2 Tabun 2020 bertentangaii dengan Pasal I
ayat (3), Pusa1 5 ayat (2), Pusa1 20, Pusa1 20A ayat (1), dan Pasa1 23
UUD 1945.

(DIN LA^,! GROUP

}}. Pasa127 Lampiran till No. 2 Tahun 2020, yang berbunyi:

(1) Biqj!@ yamg ternh dz1!81""rka?I Pomerz'"toh darn/dinz, 18mbcg" a?!ggot@
KSSK of@/@in Itz?, gkcz 12/@ks"""471 keb^;'"k@?I 18"ofrr./,"tan n<g"r@ termasz, k
186^'@kan di bang, ag?817,411zk@?, j 186;ick@?z 6814?{111 inc;g'aru term@myk keb^!, 21",
ofZ' fuda?Ig tara?, gd?Z of@erah, k8b^'irk""?8mbiq)lad?% k8b;jat"?Z SinbZ'!^^"S $213t8m
tear@?28@?% damprogr"inner"I, Iz^"?z eko?loinz'?Juszb?t@4 men, ?"k"?z 6482^?I dan'
ofqjJ" 810"Qinz' 24"tart patyel:zm"to?z pereko"omzti?z fun' kfz^is of@?I bark@?i
inert, ?"kan tangztz" ite:gain.

(12) 1,388. orc Kssi{;, setret@fir Ks, SKI onggot@ satret"?. ztzt KssK; don?^Intot
dinz, ?<gczz, }"z' Kan'eizterz^" Kana"ga?z, Bank 171d0"832b, Ot0?7/@s Jus@
Kea4@?, g@?a, sad@ Lambagcz PanJ^inz}I Simj!11z"@?,, dan I^Itz6"t 1,272"ya, ?,@"g
belt@aid?z 4872g@" 1812ks@?z"@?I Per@fur@, z Puma77zt@h Pangg@"tz' U?zd"?ag-
o71d@"g 2'714 tz'd@k d'4/6@t dztt, "tart born $864r@ perct"to am2,114?I 12a"""11/@
datam meI@k$""@tare tug@$ dzd@$@rkc?I fad@ 211ttk@d born: dam $833, @z' dong@?a
frete?tata"perch, rampert, "da"g- 74"d""g@",

'L
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(3) ,S^gala tz>Ichfr"" tom"sat kt^!;at"$@?aya"g drainbzlberdasark@" Per@!"ram
Panel'girtah Fengg"?ztz' Unda?Ig- U?Id@"g 2722' 62, k"?I mend?"ka?? 0416k g2!gain"
yang of 4/14t ofztzjt, k@?I k4jbad"?Bradzla" into ars@ha it<g@r@.

Bahwa norma tersebut menunjukkan adanya Imunitas ataupun
memberikan potensi kekebalan hukum kepada pemerintah/pejabat/
pegaw;Ii pelaksana atas tanggung jawab hukum yang seharusnya
diemban. Tentunya balmi sesuatu yang tmak elok t^jadi di negara
demokrasi dan meminki konstitusi yang kewenangan terbagi antara
elfsekutif; legislatif; dan yudikatif ada pihak yang memillki kekebalan
hukum.

(DINLA, ^16ROUP

Bahwa adanya norma yang memberIkanjaminan tidak adanya kg?74gz"?z
"<g"rtz, tzdak d@/i"t ofz'tar"tart sec@74 lid"?I@ am41,247z perd&tcz, seitc sonar"
ktabt, tt4s""^y@ momz'I^^21 kekeb"hit of at. z' forddzla" tat" t's@/!@ "eg"74
menunjukkan adanya SISi absolut at as kekuasaan yang dimilikinya. I-Ial
tersebut jelas merugikan Pemohon sebagai warga negara Nl{Rl.
Feinohon sebagai ratyat merasa kedaulatannya telah dilampaui o1eh
kekuasaan para aparatur yang seharusnya bekena untul{ menialanItan
kedaulatan yang diberikan o1eh rakyat, Adanya aturan tersebut
mengindikasikan denganjelas bahwa para aparatur negara ini meinitiki
kekebalan hukum dan tidak dapat tersentuh hukum. Bahwa Feinohon
menganggap, dengan berlakunya norma daiam Pasa1 27 UU Nomor 2
Tabun 2020 tersebut telah melenyapkan 11ak konstitusional Pemohon
untuk mendapatkan adanya kepastian hukum dan perlakuan yang sama
di negara hukum sebagaimana Pasal I ayat (3) yang secara eksplisit
dinyat^kan di d^I^in Pus^I 27 ^yat (1) dan Pusa1 280 ayat (1) UUD
1945,

Bahwa sebagai warga negara Pemohon berhak untuk mengetahui atas
penggunaan keuangan negara yang dikelola o1eh peruerintah. 01eh
karenanya sudah ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut di
dalam DUD 194,5 sebagaimana terdapat di dalam Pasa1 23E.
Feineriksaan keuangan negara o1eh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
yang salanjutnya akan dUaporkan ke DPR dan ditindaklanjuti o1eh
badan yang sesuai untuk meIanjutkan hasil pemeriksaan menipakan
permtah konstitusi. Sehingga apabila Pemerintah tidak mengikuti
aturan misebagaimana termaktub didalam Pasa1 27 ayat(I) UU 1.10 20
Tabun 2020jelas hal tersebut melanggar UUD 194^5.

Lebih jauh lagi, seharusnya dalam meinbuat aturan di daiam undang~
undang, segala aturan yang memberikan pembatasan yang memberikan
keistimewaan kepada seseorang semata-mata untuk menjamin
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pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain.
01eh karena itu, undang-undang yang dibuat seharusnya juga
menghormati hak dan jaminan atas tuntutan keadilan sebagai
masyarakat demokratis yang telah dtiamin di daiam Pasa1 28J ayat (2)
UUD 1945,

(DIN LA, ,161^uup

Selain itu, adanya aturan di dalam Pasa1 27 ayat (2) dan (3) Lampiran
memberikan kekebalan hukum danUU No. 2 Tabun 2020 yang

tuntutan perdata, PMana, dan gugatan di peradilan tata usaha negara
jelas menghilangkan lungsi Kekuasaan Itehakiman yang ternh dintur di
dalam Pasa12, I^ UUD 1945;

12. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam
angka I sampai dengan 10 di atas, inaka Feinohon berkesimpulan,
Pemohon meminki kedudukan hukum atau If;galst@"of 2'228 untuk
mengt^jukan permohonan ini, berdasarkan 5 (Iima) alasan, yakni:

I. Feinohon adalah "perseorangan" yang merupakan Warga Negara
Indonesia sehingga sesuai Pusa1 51 Undan@-Undang Mahkamah
Konstitusi, Pemohon adalah bertindak mewakili kepentingan
dirtnya sebagai \KINl yang d^amin hak-haknya berdasarkan
undang. undangyang berlaku dilndonesia;

2, Pemohon menipunyaihak-hak konstitusionalyang normanya telah
diatur dan diberikan o1eh UUD 1945, yakni hak konstitusional
untuk herdaulat yang sesuaidengan hukum dan konstitusi sebagai
konsekuensi dan pernyataan Negara Republik Indonesia adala!I
negara hul{urn atau "786htsst", zf' sebagaimana diatur o1eh Pasal I
ayat (2) dan ayat (3) UUD 19415; Feinohon meminki kepentingan
sebagairakyat yang berdaulat untuk meinaritau bahwa Presiden Rl
memegang kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan Undang-
Undang Dasar dan menetapkan peraturan pemerintah untuk
menialankan undang-undang sebagaimana Pasa1 41 ayat (1) dan
Pasa1 5 ayat (2) UUD 19+5; Feinohon meinniki kepentinga:I agar
wakilnya di Dewan Peruakilan Rallyat sebagai pemegang
kekuasaan untuk merubentuk undang-undang serta dapat
menialankan fungsilegislasi* anggaran, dan pengawasan, I. bususnya
damm hal mengatur APBN dan pengawasannya sebagaimana
dikehendaki dalam Pasa1 20 ayat (1) dan Pasa1 20A ayat (1), Pasal
23, Pasa1 23E; Feinohon juga menginginkan agar konstitusi dapat
memberikan jaminan keadilan dan adanya Itekuasaan kehakiman
daiam mengawasisemua pihak yang ada di NKRltanpa terkecuali
sebagaimana Pasa1 241 dan Pasa1 241A ayat (1) DUD 1945; hak

A1amat: 11, Poltangan Raya, Ruko MalloniBlokH, PusarMinggu Jakarta Salatan, 12510. I_8
website: WWW. dinlaw rou .Coin



konstitusional yang menyatakan semua warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya sebagaimana diatur di dalam Pasa1 27 ayat (1) UUD
19415; hak konstitusional yang menyatakan bahwa segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan w4jib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada Itecualinya; hak konstitusional untuk meinperoleh
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adjl
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dtiamin dalam
Pasa1 280 ayat (1) Undang-11ndang Dasar 19415; dan half
konstitusional yang menyatakan dalam menialankan hak dan
kebebasannya, setiap orang WE\jib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan inaksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

adjllain dan untuk memenuhi tuntutankebebasan yangorang

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai~rillai againa, keamanan,
dan ketertiban urnum dalam suatu masyarakat demokratis,
sebagaiinana disebutkan di dalam Pasa1 281 ayat (2);

S. Hak konstitusional Feinohon tersebut dalam- angka 2 di atas, telah
dirugikan yaitu dengan berlakunya norma Pasa1 2, Pasa1 12 ayat
(2), Pus^I 27, dan Pus^I 28 angk^ (3) dan (10) yang toad^pat
dalaml, ampiranUndang-UndangNomor2Tahun2020;

4-. Kerugian konstitusional sebagaimana dikemukakan dalam angka s
di atas nyata-nyata tel:jadi berdasarkan sebab-akibat (cal, sal
rurban4), yakni adanya norma undang-undang yang berlaku yang
nyata-nyata telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, dan
bukan persoalan penerapan undang-undangdidalampraktik;

5. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan
akan mengabulkan petitum permohonan ini, inaka kerugian
konstitusional Feinohon dimaksud, diharapkan tidak akan amu
tidak lagi tel:jadi.

(DIN LAP. 161^0UP

,

In.

Pasa12, Pasa1 12 ayat (2), Pasa127 dan Pasa1 28 angka (8) dan (10)
LampiranUUN0. 2 Tabun 2020 bertentangan denganPasaliayat
(9) dan ayat (3), Pusa1 4, ayat (1), Pus^I 5 ayat (2), Pusa1 20 ^yat (1),
Pasa1 90A ayat (1), Pasa1 23, Pasa1 23E, :Pasa1 2*, Pasa1 241A ayat
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(L), Pasa1 27 ayat (L), Pus^I 280 ayat (T), dan Pus^I 28J ayat (2)
IruD 19, *5

I. Bahwa WHO (!\"o1'1dHe"!th Orga"z'^:atzb?I) menyarankan negara-negara
untuk mengumumkan state Bing?gait, ^!(negara dalam keadaan darurat)
yang bertujuan untuk merespon pandemi covid-19 dan menndungi
warganya dan ef^k yang ditimbulkannya. Dengan adanya stair
one?8'872q^ tersebut negara memerlukan kecukupan pendanaan untuk
menjamin tindakan yang komprehensif dalam penanganan wabah
tersebut. Negara selanjutnya meinprioritaskan ulang pengeluaran
negara dengan tujuan melindungi perekonomian dan perlindungan
sistem kesehatan. Tentunyapengeluaran tersebut berhubungan dengan
intensitas infoksi pandemi covid-19 yang tenadi di masing-masing
negara, yang nantinya akan disesuaikan dengan pendekatan biaya
terkait dengan alokasi yang dibutuhkan dalam manajemen keuangan
publIk (?1,461^^Inaricztz/ ing?!"game?341. Untuk hal tersebut tentunya
dibutuhkan penyesuaian pendapatan negara (r8z, ajare szt!e bardget),
misalnya bisa diperoleh dan hutang/pinjaman Iuar negari untuk
mengantisipasi kekurangan biaya dan kendala-kendala fiskal yang
tel:jadi. Keputusan yang cepat dan masing-masing pemimpin negara
diperlukan untu!{ meinutuskan keb^akan dan perubahan pengeluaran
negara yang dibutuhkan. WHO sendiri menyarankan semua tindakan
dalam situasi state 6,728rge?2<:!, tersebut disesuaikan dengan SIStem 11ukum
yang berlaku di masing-masing negara (Helene Barroy, et. a1, 2020);

e. Bahwa o1eh karena itu, dalam penyusunan setiap undang-undang
terkait kondisi darurat/state tersebut kita harus kernbaliemerge?Icy

mehhatjati diri kita sebagai negara berpegang pada konstitusi. Negara
kita berdasar Pasal I ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "negara
hukum", Para Bapak Pendiri Bangsa telah belajar dan menghayati
banyaknya nilaiideal dan rimu pengetahuan, seiarah panjang
kernanusiaan, dan pelajaran dart negara-negara di dunia sebelum
menyusun konstitusi kita. 01eh karenanya nilai utama dan inulia itu
menjadi pondasi yang kokoh untuk keberlangsungan bangsa kita. Hal
tersebut menjadi bukti seiak didinkan bingga sampai saat ini bangsa
kita dapat malalui banyak pelajaran penting dan tetap kokoh berdiri
dan seiamat dan banyak situasi genting dan darurat yang mengancam
eksistensi negara dan bangsa kita. Situasi perang kernerdekaan 1945-
19419, Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959, Penstiwa 1965 dan
peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, krisis ekonoint dan
Reformasi 1998 dan berakhirnya kekuasaan Orde Baru adalah kejadian

(DIN LAP^.! GROUP
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genting/darurat/emergency yang meinbawa perubahan terhadap
struktur ketatanegaraan di negara kita;

s. Bahwa untuk merespon setiap perubahan dan situasi darurat yang
inungkin tel:jadi, UUD 19415 memberikan jaminan bah\va Negara
Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (recht$3taa4) dan
bukan berdasar atas kekuasaan baaka (macftt$stoat). Digunakannya
istilah "?'86ht$sinaf'ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 19*5
menggunakan konsep negara hukum di Jetman. Julius Stabl, seorang
ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam
konsep "rechsst@af' itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap
hak asasi manusia" dan "pemerintahan baruslah berdasarkan atas
Undang-Undang Dasar". Sementara para penyusun DUD 194,5 tegas
mengatakaii bahwa Negara Republik Indonesia tmaklah berdasarkan
atas "kekuasaan baaka" atau ""inchts$t@"I yang daiam Bahasa Jerman
mengandung arti negara itu dialankan semata-mata berdasarkan
kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;

4. Bahwa negara yang mengandung ciri"machtsta@f' itu tidaklah semata-
mata barus dinhat pada tindakan-tindakan konkretnya, tetapijuga pada
norma-norma hukum yang diciptakannya. Sebuah negara bisa saia
menyatakan dinnya secara normatif konstitusional bahwa negaranya
adalah "negara hitkum", namun dai. am produk perundang-undangan di
bawah konstitusi yang diciptakannya, negara itu justru menginjak-
injak konstitusi dan meIalui norma~norma hukum yang didptakannya
negara itu mendapatkan legitimasi untuk bertindak secara totaliter,
Salah satu cara untuk menghindariterjadinya negara sepertiitu, inaka
semua produk hukum yang diciptakan o1eh negara baruslah menjamin
asas keadilan dan Itepastian hukum. Asas keadilan mengandung inakna
adanya proporsionalitas dan asas kepastian hukum mengandung inakna
bahwa norma hukum yang diniptakan haruslah tidak multi taf;;Ir dan
tidalc menimbulkan kerancuan kewenangan antar Iembaga-Iembaga

Iembaga-lembaga pemerintahandan(stagt$07;g'are)negara

(?'888rz?Igso?gain). Hal-bai tersebut seharusnya bedalan secara

berkesinambungan di dalam negara yang demokratis. Hal tersebut
sebagaimana disampailtan o1eh Dieter Grimm seorang proftessor dan
hakim konstitusi di Jerman yang menyatakan bahwa demokrasi dan
lionstitusionalisme tidaklah sailng bertentangan karena keduanya
berja}an seiring. Demokrasi konstitusional secara definisi merupakan
komitmen yang secara simultan kepada prinsip-prtnsip demokrasi dan
konstitusionalisme. Didalam kombinasiyangyang demikian konstitusi
cenderung untuk menjadi bagian yang Iebih Iemah o1eh karenanya

(DINLA, ,16ROUP
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diperlukan peradilan konstitusi agar dapat bangkit dan sisilemahnya
tersebut poreter Grimm, Co"stzh, tzb"4/2^"z. . PCS4 Pre$6714 12"of Full4rej
2019);

5. Bahwa Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah
paradigma Itetatanegaraan adalah pada Pasal I ayat (2) dan ayat (3)
UUD 194,5, Pada Pasali ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahw^
"Kgd"Ifl"ton dz' toreg"?z I'db, @t chit thigh@"@kan maru?itt Und"?Ig~U?Idmig

menunjukkan bahwa demokrasi sebagaiDas@r". Penegasan
paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang
dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum,
sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif o1eh
paradigma hukum. 11al ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang
dibangun adalah herbandinglurus dengan paradigma hukum dan innah
paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atan negara hukum
yang demol{ratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara,
model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and
bath, Ices, serta kontrol normatif yang palaksanaannya dilakukan o1eh
Iembaga peradilan. (Pau} Christoper Manual, et. a1, 1999: 16 - 17). 01eh
karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma $2, ?rein"$i
PCr!eate, , menjadi. 15rz'"sip^ st, I>rein@si h, ,kg, "z (Negara, pemerintah
dan masyarakat diatur dan diperintah o1eh hukum). Salanjutnya Pasal I
Ayat(S) UndangUndangDasar 194-5 (DUD 1945) menyatakandengan
tegas bahwa '!N<gain Inch"e$2h: addlah 22<g. @?. a hat', in". Di d. alam lionsep
tita negara hukum terdapat prtnsip-prinsip yang menjadi karakteristik
utama dan barus dialankan guna terwujudnya negara hukum;

6. Bahwa seiatinya, secara normatif konstitusional kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
(Pasal I ayat 2). Namun SE:Iatinya rakyat tidak dapat memegang
langsung kedaulatan dalam negara yang herialan. Rakyat yang
merupakan partikel dalam negara tidaklah sungguh-sungguh meminki
kedaulatan dalam nilaiidealnya. Dalam bentuk ideal rakyat barus
dalam bentuk ianiak terdiri dan jutaan orang yang secara bersama-
sama (secara manunggal) meminki kedaulatan, o1eh karena itu
memerlukan suatu bentuk representasi dan bentuknya yang pada

' kenyataannya tidak tunggal dan multipolar tersebut. Hal tersebut
untuk merepresentasikan kekuasaan dan kedaulatan yang dimilikinya,
01eh karena itu rakyat meinbentuk dirtnya dalam sriatu bentuk
perwakilan yang mewakili suatu "ide besar rakyat" sebagai pemegang
kedaulatan dalam suatu negara. Hal tersebutterpatridalam din Dewan
Peruakilan rakyat (DPR) yang merupakan bentuk tidak langsung dan
inariifi^stasi kedaulatan rakyat. A. V. Dicey ahli konstitusi dan Inggris
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menyatakan bahwa par}eruen meminkil<edaulatan untuk meinbuat atau
tidak meinbuatsegala undang-undang yang dikehendakinya. Tidak ada
seorang pun di suatu negara yang dapat mengenyampingkan
kekuasaan parlemen lintuk meinbuat undang-undang (A. V. Dicey,
2019);

7. Bahwa di dalam konstitusi kita, balmi sebagaimana diamanatkan di
dalam Bab Vll DUD 194.5 mengenaiDewan Perwakilan Rakyat. DPR
yang merepersentasikan rakyat dan dipilih dan seluruh rakyat 1.11{Rl
begitu kuat mewakili kedaulatan yang diberikan o1eh seluruh rakyat,
aleh Itarenanya tidak ada kekuasaan yang dapat meinbubarkan DPR,
sekalipun seorang Presiden yang juga dipilih o1eh rakyat (Pasa1 7C
DUDi94!5). Namun demikian DPR dengan kekuasaannya dapat
memberhentikan Presiden (Pasa1 7A UUD 194^5). 01eh karenanya kita
dapat menhat bahwa seiatinya kekuasaan DPR dapat dimaknaisecara
tersirat Iebih berkuasa atas din Presiden, hal tersebut karena

kedaulatan yang direpresentasikan pada din DPR;

8. Bahwa sebagailandasan dan kedaulatan rakyat yang dimanil^stasikan
damm din Dewan Perwakilan Rakyat ini, inaka DPR meinniki
kekuasaan dalam mengawal agar negara bevialan da}am rel negara
hukum. Hanya DPR Iah yang senyatanya meminki kekuasaan untuk
meinbuat suatu undang-undang. Halinisebagaimana yang termaktub
di dalam Pasa1 20 ayat (1) yang menyatakan DPR memegang
kekuasaan meinbentuk undang-undang, Lebih Ianjutlagi didalam 20A
ayat (1) UUD 1945 DPR meinnikiftingsilegislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan. Ini tidak lain meinbuat DPR meiniliki
kekuasaan yang besar dalam mengatur dan mengawasijalannya
kekuasaan presiden/eksekutif sebagai pihak yang menialankan
pemerintahan. Iika pun presiden meinbuat peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang itu pun harus disetujui o1eh DPR
jika tidak disetujui DPR inaka peraturan itu harus dicabut (Pasa1 22
UUD 194.5);

9. Bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan untuk menialankan
pemerintahan sebagaimana permtah Undang-Undang Dasar. Dalam
menialankan pemerintahannya tentu harus tunduk pada UUD. Iaiuga
barus menaatiundang-undang yang Itekuasaannya ada ditangan DPR
Itekuasaan Presiden dalam meinbuat peraturan s, ^jatinya hanya
mengajukan rancangan yang nanti akan dibahas dan disetujui o1eh
DPR, selanjutnya dia meinbuat peraturan peruerintah untuk
menjabarl<an pelsoalan teknis dan UU yang dibuat o1eh DPR (Pasa1 41
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UUD 1945). ladiini adalah inti dan pembagian kektiasaan dalam
konsep negara demokratis, untuk memberikan keseimbangan antar
Iembaga negara;

10, Bahwa kekuasaan DPR inI adalah routlak dalam mengatur anggaran
negara dan mengawasijalannya pemerintahan yang telah diberi bekal
anggaran tersebut. Sehingga Presiden dan aparatur peruerintahan di
hawahnya tidak menerima cek kosong begitu saia tanpa tanggung
jawab. Adanya fungsianggaran dan DPR ini hasilpengalaman panjang
sebelumnya. Negara kita pernah menyerahl{an kekuasaan yang begitu
besar pada Presiden/eksekutif untuk berkuasa penuh atas anggaran
negara, namun yang tel:jadi adalah banyaknya penye}ewengan dan
masalah yang timbul seperti korupsi pada masa pemerintahan Orde
Baru. 01eh karena itu Reformasi mengamanahkan perubahan penting
pada penyusunan APBl. I di mana DPR sebagai wakil dan rakyat
meminki kekuasaan untuk menentukan anggaran pendapatan dan
belanja yang nantinya akan d^alankan o1eh peruerintah. Fungsi
anggaran yang meIekat pada DPR initidak dapat ditawar lagi karena
merupakan amariah Pasa1 20A ayat(I) UUD 19.15;

1.1. Bahwa pada Pasa1 2 dan Pasali2 ayat (^) UU No. 9 Tahun 2090
dapat ditafSirkan pemberian kekuasaan yang begitu besar kepada
Presiden/Pemerintah untuk mengatur keuangan negara tanpa
mehbatkan DPR seiak tahun 2020 sampai dengan tabun 2023. Halini
justru bertentangan dengan Ruang Lingkup yang sudah diatur di
daiam Bab I Pasali undang-undang 4900. Ruang lingkup undang-
undang ini sudah jelas mengatur mengenai kebutuhan negara dalam
menyelenggarakan pemerintahan diperlukan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada
UU Nomor 20 Tabun 2019. Namunjustru dalam Pasa12 ayat(I) huruf
a memberIkan kekuasaan kepada pemerintah untuk dapatleluasa tanpa
mehbatkan DPR mengatur keuangan negara sampai pada tahun 2023.
Salain tidak seialan dengan tujuan undang-undang juga herlawanan
dengan kekuasaan DPR yang meinpunyai fungsi anggaran
sebagaimana Pasa1 20A ayat(I) UUD 1945;

12. Bahwa Peruohon sendiri percaya bahwa Pandemi Covid-19 perlu
mendapatkan respon cepat dan negara dalam menga!okasikan
anggaran negara. Namun demikian, sebagai warga negara Feinohon
mengharapkan adanya suatu proyeksi yang jelas dan dapat dipahami
o1eh masyarakat dan pemerintah terkait dengan keb^akan yang
berkaitan dengan penanganan pandemi covid-19 ini. Tentu kita
mathum apabila aturan ini dibuat untuk penanganan covid-19 untuk
tahun anggaran 2020 karena ke:jadian yang begitu mendadak dan
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mendesak untuk diputuskan tindakan penanganannya. Dikarenakan
APBN tabun 2020 sudah ditetapkan meIalui Undang-Undang No. 20
Tahun 2019 tentangAPBN TahunAnggaran 2020;

13. Bahwa situasi darurat dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 ini yang
dtiadikan dasar adanya UU ini barus dibatasi sesuai pandu-pandu
konstitusi. Situasiini bisa dibatasi hanya sebat. as tabun ini(ta'hun 2020)
dan untuk tahun 2021 bisa dilakukan perubahan meIalui mekanisme di
DPR, tidak serta Inerta hanya pemerintah saia yang meinutuskan. Hal
ini demi adanya kepastian hukum. Namun Pemohon melthat adanya
cakupan Iuasnya penetapan batasan densit anggaran dalam Pasa1 2 ayat
(1) huruf a angka I dan 2 yang diatur sampaipada tahun 2023 tentu
tidak sesuai dengan kondisi yang saat ini sebenarnya tel:jadi di tabun
2020. Bahwa kebutuhan mendesak untuk digunakan pada tahun 2020
Iebih masuk akal dan sesuai dengan kondisi yang tetiadi saat ini,
Karena seharusnya jika pun untul{ tahun 2021 itu masih bisa dibahas
kernbali dengan DPR ditahun ini, apalagi untuk tabun anggaran 2022
dan 2023 mendatang;

Pemerintah terlaluI*. Bahwa UU No. 2 tahun 2020 Feinohon anggap

pesimis menhat proyeksi masa depan. Feinohon meminki optimism
bahwa situasiperekonomian yang sekarang meinburuk akibat pandemi
covid~19 akan segera meinbaik di tahun-tabun mendatang, Halini
dikarenakan kernajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat
berkeinbang. Keriasama antar ilmuan dan antar negara yang menjadi
alasan sitLiasi akan heriibah di tahun depan. Akhir-akhii. ini diketahui
bahwa WHO, negara-negara di dunia* dan industrif;^rinasiramai-rainai
berlomba-loinba untuk menemukan obat dan vaksin dan virus covid-

19. Pada akhir tahun 2020 dan awa1 2021 vaksin sudah mumi

diproduksi dan dipasarkan. 01eh karenanya pada saat vaksin inI
ditemukan dan diedarkan seharusnya situasi darurat/$t@ae emerge"cy
sudah reda. Feinerintah pada saat permohonan ini diajukanjuga sudah
mengampanyekan untuk persiapan pelonggaran aktifitas warga, o1eh
karenanya itu menjadiindikasi untuk meinproyeksikan anggaran 2021
tentu berbeda dengan situasi pada tahun ini di 2020. 01e}I karenanya
keb^akan terkait anggaran 2021 bisa disesuaikan pada proyeksisituasi
yang sudah Iebih terkendali. 01eh karenanya keb^akan untuk
penyusunan APBN ditahun 2021tentu harus dapat menbatkan DPR.
1.1alinipastinya akan berlanjut pada tabun anggaran 2022 dan 2023;

L5, Bahwa serain dan dikesampingkannya fungsi DPR dalam menyusun
anggaran, norma yang terdapat di dalam Pasa1 2 ayat (1) berisi
penjelasan yang memberikan inakna yang berbeda dan seharusnya
berdiri' sendiri menjadi norma yang mandiri. Penjelasannya jika kita
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meinbacanya dengan seksamajustru meinuat suatu norma baru. Bahwa
penjelasan suatu norma hanya bersifat menialaskan dan norma yang
terdapat di dalam Pasal tubuh undang-undang bukan meinuat norma
baruyangjustru meminkimaknayangberbeda;

16. Bahwa beadasarl{an Putusan Mahkamah Nomor o051PUU-1/1/2005,

bertangga1 22 Maret 2005 7147zcto Putusan Mahkamah Nomor
0111PUU-1/1/2005, bertangga1 19 Oktober 2005 antara lain
menyatakan bahwa penjelasan pasal dan satu Undarag-Undang tidak
boleh meinbuat norma baru yang justrti mengaburkan inakna dan
norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Hal tersebut dinyatakan
kernbali dalam Putusan Mahkamah KonstitusiN0. 4^21PUU-XII1/2015

tangga1 9 Juli 2015. 01eh karena itu, berdasarkan yurisprudensi
putusan Mahlramah Konstitusisebelumnya, suatu norma yang meinuat
penjelasan meinuat norma baru barnslah dibatalkan dan dinyatakan
tidak meminkikekuatan hukum mengikat;

17. Bahwa di dalam Pasa1 1.2 ayat (2) dan Pasa1 28 angka (8) dan (10)
Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 memberI kaleluasaan kepada
Presiden untuk melakukan perubahan terhadap postur dan/atau rincian
APBN hanya berdasarkan Peraturan Presiden, Jika kita mehha. t aturan
ini inaka, suatu UU diubah hanya berdasarkan Peraturan Presiden. 11al
inijelas merupakan norma yang tidak sesuaidengan struktur hukum di
negara kita. Norma ini tidak berisi penjelasan sama sekali dan hanya
diberikan penjelasan "cukup jelas" namun Feinohon merasa itu justru
tidak jelas. Bahwa apakah inI berarti untuk meIaksanakan UU No. 2
Tabun 2020 tidak perlu ada peraturan pemerintah dan hanya cukup
dengan peraturan presiden, Padahal di dalam 5 ayat (2) UUD 1945
sudah ditegaskan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah
untuk menialankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan
demikian sudah jelas, jikapun peruerintah sebagai pelaksana undang-

meIaksanakan undang-undang tersebut baruslahundang
persoalan teknisnya diatur meIalui peraturan pemerintah tidak serta
inerta hanya dengan peraturan presiden. 01eh karenanyajelas Pasal i2
ayat (2) dan Pasa1 28 angka (3) dan (10) Lampiran UU No. 2
Tabun 2020 bertentangan dengan konstitusi;

18. Bahwa jika pun pemerintah inau meIakukan perubahan terhadap UU
No. 2 Tabun 2020 karena adanya situasi yang mengharuskan
dilakukannya perubahan APBT. I bisa malalui DPR sebagai badan
legislatif yang meminki kekuasaan untuk meinbuat undang-undang,
Halini untuk menghindari bibit-bibit otoritarianisme dan pemerintah
dalam hal ini adalah presiden. Bahwa Pandemi Covid-19 masihlah
dapat dihadapi dengan kepala dingin dan seharusnya daiam kondisi
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yang sudah dikampanyekan adanya kebiasaan baru (?2820 007MgO
seharusnya tidak perlu ada aturan yang malebihi kewajaran. Feinohon
meyakini DPR harus dapat bekeria untuk menialankan tungsi dan
tugasnya sehingga pemerintah/presiden tidak ada alasan untuk
mengambil alih kewenangan DPR. Bahwa terpusatnya k6kuasaan
damm salah satu pihak sangatlah mengkhawatirkan. Hal inI perlu
dipandang skeptis karena altan meinhawa bibit otoritarianisme yang
dengan tegas dihindarkan dan UUD 1945 pasca reformasi1998;

19. Bahwa salain adanya lungsi anggaran yang meIekat pada DPR,
selanjutnya penggunaan APBN o1eh Presiden dalam menialankan
program-progam pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Perlu ditegaskan kernbali, segala dana yang dipergunakan
tersebut adalah uang rakyat, yang berdaulat atas negara ini. Tentu
seranjutnya penggunaan uang dalam APB:b. I memerlukanInI

pengawasan. Tanpa adanya pengawasan, inaka semua hal bisa tenadi.
Presiden dan peruerintahan yang berisi aparatur penggerak pemerintah
bukanlah sekumpulan malaikat berhati putih dan suci tanpa dosa.
Kalaupun ada yang mendekati malaikat, kadang mereka menampilkan
sisi inariusia Iebih senng dan sisi malaikatnya. Mereka adalah manusia
tempatnya salah dan Iupa. Jadi tidak inungkin inariusia hidup dan
bertindalt tanpa diawasi. Apalagiini terkait dengan penggunaan dana
saluruh rakyat Indonesia;

20. Bahwa konstitusi sendiri telah mengantisipasi hal yang demikian.
Tentu hal tersebut didasari atas argumentasi dan rasionalisasi dan
kecurigaan bahwa pemerintah harus dicurigai, inaka o1eh karena itu
harus diawasi daiam menggunakan uang negara yang se:jatinya adalah
rinlil< rakyat. Atas ide besar itu inaka dibentuklah suatu Badan
Feineriksa Keuangan (BPK), yang memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut
seranjutnya diberikan ke DPR dan jika ada masalah yang tenadi

tersebut maltamisalnya penyelewengan atas uang negara

ditindaklanji}ti sesuai UU, misalnya untuk dilakukan penyelidiltan dan
penyidikan o1eh KPK dan Kejaksaan. Haltersebut merupakan amariah
Ironstitusi di dalam Pasa1 2SE UUD 194^5;

21. Bahwa kehadiran Badan Feineriksa Keuangan yang bebas dan mandiri
adalah semangat reformasi yang harus kita pertahankan. Kehadiran
BPK di dalam konstitusi kita meminki SI^jarah seiak didinkannya
negara kita, Hal miseperti yang disampaikan o1eh Prof: Soepomo dan
Mr. M. Yamin di dalam rapat BPUPKl yang menyampaikan perlu
adanya badan yang bertugas mengawasitanggung jawab pemerintah
dalam penggunaan anggaran negara. Menurut Prof: Soepomo daiam
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rapat BPUPKl tangga1 15 Juli 194*5, yang menyatakan, "Drift41:
memerzks@ fungig. 3473gJtzzu@b tat!@"g tat, @?Iga?I megar" of 21zd@k@" $want Bada?I
Panerz7, $4 Kara"g@?a, yang d'tt!" ofzit@mala" Rate?Itminer (:, f!g'eme"e
Reke?!kitzmer 681d"$@r Panel Iz7 4/1a! (1) fitdz^che Stoat?^gelz7!g), yang
peratt4ra"?Iya ofz'tartarkc?I dongc" 2,224q"g-t, "damg. ";

22, Bahwa hadirnya badan pemeriksa yang independen pasca Reformasi
1998 juga basil dan pelajaran penting Orde Baru di mana kekuasaan
Presiden yang begitu kuat sehingga melabirkan pemerintahan yang
otoriter dan sewenang-wenang menggunakan uang negara karena
tidak adanya suatu badan pengawas yang kuat dan inaridiri. Pemohon
menganggap, penhal uang adalahjantung dan kehidupan, bisajuga itu
menjadijantung dan kekuasaan. 01eh karenanya Pasa1 27 UU No. 2
Tabun 2020 yang memberikan peluang kepada pemerintah untuk
menggunakan uang negara tanpa dituntut adanya kernungkinan
kerugian keuangan negara jelas bertentangan dengan konstitusi. Jika
hal ini dibiarkan inaka akan meinbuka peluang untuk labirnya
pemerintahan yang otoriter di masa depan;

28. Bahwa atas semua tindakan peruerintah dalam menialankan keb^akan
dan keputusan yangdibuatjuga harus dipertanggurtgjawabkan di inuka
hukum. Itu adalah esensi dan negara hukum. Apa artinya negara
hukumjika ada satu bagian di negara itu ada yang memini{i kekebalan
dan aturan hukum. Lalu manfaat dan negara hukum yang terdapat
dalam Pasal I ayat (3) UUD 194.5 akan hilang kalau kita tidak bisa
menegakkan hukum dan keadilan. Konsitusi kita dalam Pasa1 24, ayat
(1) menyatakan penegakan hukum dan keadilan dalam satu tarikan
naf;Is, o1eh karena itu dengan alasan apapun tidak dapat kita pisahkan.
Kekuasaan Itehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka o1eh karena
itu tidak bisa dimtervensi o1eh siapapun, ini adalah permtah konstitusi
o1eh karenanya adanya Pasa1 27 ayat (2) dan (3) Lampiran UU No. 2
Tahun 2020 yang memberikan hak jinunitas kepada pejabat aparatur
pemerintah tentu bertentangan dengan Pasa124^ UUD 194.5;

24!. Bahwa satanjutnya, beberapa ketentuan UUD 1945 menegaskan atas
perlindungan hak-hak dasar Feinohon sebagai warga Negara Rl
(sebagai pembayar pajak) harus mendapat hak atas perlindungan dan
negara atas segala hal yang dapat merugika. n Peruohon. Perlindungan
atas hak-hak dasar baik seraku perorangan dan seraku warga negara Rl
CPfOt8CtOf 91Czti%873'$ coinstzl"tzb?z@! 771gftt gind protector 91 haring?z 7'21gh4)
menjadipenting bagi negara atas orang per-orang dan warganya agar
tercapainya cita-cita untuk mensejahterakan seluruh warga negara
Indonesia. Dalam hubungan ini, inaka negara meminki kewa\jiban
untuk meinperhatikan, menndungi dan memenuhi hak-hak dasar orang
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perorang dan warga negaranya (to 7841/8c4 to protect @72d toil, !#51 of the
orti%8,215. cointztt, tzb""/ 728. fit @72d the fit, inc?a r4^. ft4). Beberapa ketentuan
dalam UUD 194.5 yang terkait dengan hak-hak dasar Feinohon daiam
Pasa1 27 ayat (1) dan Pasa1 28 D ayat (1), Sebagai bagian fundamental
dan hak dasar yang diatur dan djjamin o1eh DUD 1911/5 tersebut, inaka
dengan sendirinya negara memillki kewajiban dan tanggung jawab
dalam memberikan perhatian, perlindungan dan pemenuhan atas hak-
halt dasar tersebut dan tidalt boleh suatu keb^akan negara berupa
undang-undang yang dapat mengurangi terhadap hak-hak dasar
tersebut. Hal tersebut dapat tercapaijika undang-undang yang dibuat
o1eh DPRjuga barus sesuaidengan Undang~UndangDasar;

25. Bahwa seperti yang tel:jadi di negara lain dafum menghadapi pandemi
covid-19 yang meinaksa banyak negara menghidupkan aturan-aturan
yang sif;Itnya pengecualian dan aturan hukum normal. Aturan-aturan
pembatasan terhadap hak-haltseperti hak untuk mencegah penyebaran
covid-19 dinnggap wajar dan jamak tel:jadi. Hal ini dapat dicontohkan
dengan pembatasan terhadap pergerakan orang, halt untul{ herkumpul,
pembatasan mendapatkan akses pekerjaan, dan yang diperbolehkan
hanyalah hak yang hersifbt esensial untuk keberlangsungan Rehidupan
dan perekonomian yang menghidupi ht^jat utama masyarakat. Hal
tersebut tentunya seiauh ini dapat diterima dan disadari o1eh sebagian
masyarakat karena demiperlindungan kesehatan mereka;

26. Bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia juga seialan dengan
nilai~nilai HAM yang dianjurkan o1eh PBB datam merespon pandemi
covid-19. Dalam publikasinya CODzt{-19 and Harm"?z Ra:g. ht. . !;,'e are, 411 272
Tftzi Torether yang terbit bulan April 2020, PBB menjelaskan
pentingnya penempataii hak asasi inariusia daiam merespon dan
pemulihan akibat pandemi covid-19, Perhatian dan kebtiakan yang
mengutamakan hak asasi manusia akan menghasilkan manfaat yang
Iebih besar dalam menyelesaikan pandemiini. Bentuk utama
keb^akannya adalah: meningkatkan efektifitas terhadap penanganan
tantaiigan kesehatan yang tenadi, initigasi meIuasnya krisis yang
mengakibatkan kehidupan, dan mencegah timbulnya masalah
baru/penumpukan masalah. 01eh karenanya PBB menyarankan
keb^akan utama dalam menyelesaikan pandemi covid-19 adalah pada
penghormatan nilai-nilai utama hak asasi inariusia dan mencegah
inuriculnya populisme, otoritarianisme, yang menggunakan danh
penyelesaian pandemi covid~19 untuk meIakukan tindakan represif
yang justru tidak berhubungan dengan inti penyelesaian masalah
pandemi;
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27. Bahwa salanjutnya, Feinohon memillki kepentingan untuk mendukung
DPR dalam merepresentasikan kedaulatan rakyat, namun demikian
tidak berarti apa yang dilakukan o1eh DPRjuga mewakilisisiideal dan
bentuk wakil yang heriar~benar menaati nilai konstitusi dan nitsi inuna
hukum. 01eh karenanya Feinohon mengt\jukan permohonan ini ke
hadapan Mahkamah Konstitusikarena DPR menetapkan Perupu No. I
Tahun 2020 menjadi UU No. 2 Tabun 2020 tanpa meinperhatikan isI
yang terdapat di dalamnya, Lebih Ianjutlagi, apakah pengesahan DPR
itu sudah sesuai dengan prinsip yang diatur di dalam Pasal 22 ayat(2),
"Per"furmz fernerz7ttah 21" han, s mandalat persetzgi, @?z Day"?z Peru@kzl@?a
R@^,@t damm petszdit??8,273 y@"g 667zkt, /." Apakah benar Perppu No. I
Tabun 2020 disahkan o1eh DPR dalam persidangan yangberikutsesuai
dengan agenda yang sebelumnya meinarig sudah diatur daiam
kesekertariatan DPR atau meinarig persidangan dipercepat untuk
mendapatkan pengesahan. Haltersebut erat kaitannya dengan perilaku
politik kelembagaan dalam negara. Salain itu, kami memohon
Mahkamah untuk mengoreksitindakan DPR, sehingga DPR tidak asal
mengesahkan Perppu yang dinjukan o1eh Presiden. Halini senng kali
dilakukan, dikarenakan relasi dan lobby politik telah mengesampingkan
handungan dan Perppu yang diajukan o1eh Presiden salaku Feinerintah
yang pada akhirnya adalah mengabail{an panduan konstitusi yang
menjadipedoman hidup bersaina bangsa kita;

28. Bahwa salanjutnya Feinohon juga akan menyampaikan tambahan
terkait d^adjkannya pandemi covid-19 yang meinbuat negara dalam
keadaan darnrat. Bahwa 7,418 91 law yang terkandung jelas daiam
konstitusiseharusnya tetap menjadi acuan utama daiam menhat situasi
darurat tersebut. Namun demikian kita tetap harus menjaga din agar
dalam situasi apapun kita tetap barus berpegang teguh pada konstitusi
kita dan nilai-nilai utama kita dalam bertata-negara. Itarena dalam
konstitusiitulah tersedia suatu tujuan bersama, menyedikan jalan
Iteluar datam setiap keadaan yang mengancam kehidupan bersama, dan
memberikan Itesadaran bersama untuk mencapaikesejahteraan (Vernon
Bogdanor, 2011). Hal jelas tercantum di dalamInI

perubukaan/?ream6t, !e konstitusi kita yang menggambarkan kebesaran
jiwa dan rinaiutama konstitusikita dalam berbangsa dan bemegara;

29. Bahwa selanjutnya kita perlu merefleksikan ulang pengalaman seiarah
dengan adanya perubahan konstitusional karena tenadinya situasi
darurat/amorgan^,. Situasi darurat bisa melahirkan kondisi yang tidak
terbayangkan sebelumnya, bisa dimanf;Iatkan untuk pengambilalihan
kekuasaan secara formal dan dibenarkan yang akhirnya dayat
menimbulkan akibat negatif: Keadaan 87,387;g. 872^, telah menjadi alasan

(DINLA, .16ROUP
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untuk tenadinya perubahan konstitusi yang menguatkan POSisi
kekuasaan eksekutif untuk meinperoleh kekuasaan Iebih besar dengan
mengambil allh dan/atau menghilangkan kewenangan institusi pontik
lain, legislatif ataupun yudikatif: Munculnya bibit otoritarianisme
akibat merespon situasi yang darurat/ume?88"^^pernah menjadi inimpi
buruk bagi dunia. Hal tersebut tenadi pada waktu keadaan darurat
tabun 1983 di Jerman saat tenadi kebakaran di Reichstag (parlemen
Jerman), hal tersebut d^adjkan dasar untuk meloloskan The Errablz}!g
ICt 1933 yang memindahkan kekuasaan legislatif Ite eksekutif: Secara
langsung hal tersebut merobuat F1, firer seraku leader atau pemimpin
Jerman sebagai hukum itu sendiri @731hrer CS @ ICze?.-Halini sebagai
awal dan menguat dan labirnya kekuasaan Natz'o, 241 SOCztz!z^in di
Jerman. Carl Schmitt ahli hukum publik Jerman yang konservatif
berpendapat bahwa norma~norma hukum tidak dapat diterapkan damm
situasi chaos, karena aia meinbutuhkan situasi yang cenderung normal
dan hornogen. Baginya tidak ada norma hukum yang dapat mengatur
situasi darurat yang ekstrem atau kondisi pengecualian yang
inutlak/absolut. Pendapatnya yang terkenal, "tfte sope?'8492 us he who
deerdes o73 the state 21 arcg/, tzb?z - yang 687d@"!@t @of@toh $2'41^@ y@?18
mant4t"sk@?I kgd@@?t y@"g of 21.8c, ,a!zka?I. Hal ini jika ada orang atau
institusi, dengan keb^akaan/keputusan, yang dapat menunda
keberlakuan hukum dan Ialu menggunakan kekuatan diluar hukum
untuk menormalisasi situasi, Ialu orang atau institusiitu adalah Yang
Bel. daulat/the Jove?t?;;;72 dalam keb^akan/keputuan tersebut,
Seianjutnya tatanan hukum itu ditentukan o1eh keputusan Yang
Berdaulat dan bukan herdasar pada norma hukum. Pendapat Carl
Schmitt ini memberikan argumentasi hukum atas tindakan~tindakan
peralihan Rekuasaan dalam suatu negara karena alasan darurat, dalam
Itasus ini sebagai pendapat yang mendukung menguatnya kekuatan
eksekutifdi bawah Natzb"@ISOCzb!211m di Jerman menuju Perang Dunia
H (Dyzenhaus, 1997, 2020);

30. Pada konteks yang tenadi saat sekarang, ini tel:jadi kernbali di
Hongaria saat Victor Orba. n, seorang Perdana Meriteri populis di
Hongaria yang meiniliki kecenderungan menialankan pemerintah

otokratik. Dengan alasan menghadapi pandemi covid-19
parlemen yang mayoritas pendukung Victor Orban meloloskan
undang-undang kedaruratan/kekuasaan pemerintah daiam situasi
darUrat (8,728,887z^, kit, ^/governme?Zt emerge?243.1 102,873/wigb!z}Ig 126t) pada
tangga1 30 Maret 2020 tanpa limitasi waktu yang jelas, pemerintah
dapat meinbuat undang-undang tanpa meIaiui persetujuan par}emen,
Salah satu aturan yang menjadiinti kritik utamanya berbunyi, '^?1st, ch

(DIN LAD, .I GROUP
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emergency the Government, .. z'" order to gz, arc"!8816rHit"g@fitz" 62'tz:2:8?as the
^,;/^^^^ 91'1^ mud hadt^, per, ,""/ ,^I^^j, , th, ,^I^b, 91",,^t, and fog"! orrt",},^I^^
us well as the stabz7z!}^ 91the itchb, tai economy, may $24$11,871d the 8,316rceme"t of
cert"271 laws, off^!jart/}. om stoatto, y r<g. ,,!"tz'0?I qard z'in?lamerIt czddztjo"@I
8.2t?2207dz}Idly medst4res by decree". Dapat ditetiemahkan "darn?)I kead@@?I
4477, r@4 Pomerz}Itaft mm dong"" alas@?z melzhdt4"gz' tofudi!/lait dan kese},@!"?z
aria?ga "8847@ Hz, ?1847z:@, kg@in@?lait maya?tzka4 team@"aria" @38t darn
1<1)@SIz^?I ht, kt, in self@ ke$tobald" pereko"omz'@, I maszb?144 ofqj, at malt, ?add
?8728g@kg?z a/"rail-@!I, ram hitk?, in tartantt!j din7' at"ram peru"dang-witda"ga"
d@?I menerqjbk@?I taitd"k@" t@inb"hare 124ar 62trs" ding"?z ofekrzl/fr4, art"s@?I".
Bahwa seiak dikeluarkannya Bing?gent:}^ 142,187z@61z7zg act dengan alasan
untuk menghadapi pandemi Covid-19, Victor Orban telah
mengeluarkan 100 dekrit yang pada kenyataannya meminki sedikit
hubungan dengan pandemi Covid-19. Kekuasaan dengan alasan
eme?8.8"^11kedaruratan tersebut, Orban menialankanVictor

pemerintahan berdasarkan dekrit yang dibuatnya sendiri tanpa

(DIN LA^. 16ROUP

menunggu persetujuan di parlemen. Iteputusan yang dibuat tersebut
dapat meinuat ancaman hukuman pidana. 01eh karenanya Meriteri
Kehakiman Hungaria mengE!jukan UU ke parlemen untuk
menghilangkan kewenangan yang diberikan kepada Perdana Meriteri,
karena in menyadari untuk segera mengakhiri state of dange?.(negara
dalam kondisi yang meinbahayakan). Meriteri Kehakiman Hungaria
berma!Ksud segera mengakhiri Emergency L@to Ichih dulu danpada
negara E:ropa lainnya dan meng;^jukan rancangan UU pengakhiran
kondisi darurat tersebut ke Parlemen 1.10ngaria pada tangga1 20 Juni

(Att 3:11zututu. !he Jin'of Iti?1,607n/it. o1'1d/2020/1/1a 1261hi!?I 4171/11~2020,

^.
Sl. Bahwa OECD (Organis@tz'on76rEco"Qinz^ Co-qper@tabiz amof Deadq^mont-

Organisasi untuk Keriasama Ekonomi dan Feinbangunan)
menge}uarkan laporan yang bel:Iudul rintia! Bardget and Pub!zb
Manegene"t Re$160"$8s to the Gol'origin'fits (Cow^-J9) Pondemzb 2'71 0ECD
Cot, "tries tanggal 22 April 2020 yang berisi ulasan mengenai tmdakan
pemerintah menggunakan anggaran pendapan dan belanja negaranya
dalam menghadapi pandemi covid-19. Daiam periode yang singkat
pemerintah di negara-negara anggota OECD telah menambah
anggaran, menggunakan sumber daya yang tersedia untuk penanganan
krisis covid-19 dengan menggunakan aturan hukum yang sudah ada
dan/atau meIalui perundang-undangan yang baru. Contoh-contoh di
beberapa negara, mereka meIakukan perubahan postur APB}, I meIalui

Owl^mart-to-aid-o16a"$-?'14/8- der. /28-troy;Ich'o71-gruel' e"
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persetujuan parlemen dengan undang-undang yang baru untuk dapat
mengimplementasikan situasidan ukuran-ukuran baru dalam APBl, I;

32. Bahwa salah satu laporan OECD tersebut yaitu di Perancis, di mana
parlemen meinbuat legislasi untuk meroutuskan undang-undang yang
menyatakan kondisi darurat kesehatan seiama 2 bulan. Dengan
legislasi ini memberikan dasar hukuin kepada pemerintah untuk
meinbuat peraturan Iebih jauh yang diperlukan dalam penanganan
covid-19. Beberapa aturan yang dibuat termasuk Undang-Undang
Perubahan APBN/Keuangan Negara (Loz' den?lances rect#natz'"t;) yang
dit\Iukan o1eh Presiden Perancis pada tangga1 12 Maret 2020 dan
diterapkan pada tangga1 23 Maret 2020. UU ini dildoskan setelah
meIalui proses sidang di Dewan Perwakilan Rakyat, Maidis 1.1asional
(/'@$6mb!88 73@ti0""18), dan Senat. Perhitungan dan proyeksi liskaljuga
ditentukan sebatas tabun 2020, termausk defisit anggaran yang
menjadi s, 9% dan GDP yang sebelumnya diatur 2,2%, perkiraan
pertumbuhan ekonomi menjadi -L% yang sebelumnya +I, S%,
Salanjutnya parlemen juga meIakukan perubahan/revisi atas undang-
undang tersebut, termasuk dalam pembentukan suatu badan khusus
komite ad hoc yang bertugas untuk mengawasiimplementasi undang-
undang tersebut disamping perdana meriteri. Undang-Undang
Perubahan APBN/Keuangan Negara (Loz'del"@"ce$ rect^'icatz'314, I yang
baru dibentuk tersebut direvisi secara signifikan karena perkiraan
defisit anggaran menjadi 9% dart GDP, dan pertumbuhan ekonomi
menjadi-8% dikarenakan kebjjakan perpanjangan karantina untuk
mengendalikan penyebaran pandemi covid-19 (IOCfrdot, Jin/CO2!fliteme?141;

88. Bahwa diltalia sebagai salah satu negara di Eropa yang paling awal
terpukul dengan penyebaran pandemi covid-19, pemerintahnya tetap
menggunakan instrumen hukum yang SI^Ialan dengan konstitusi.
Berkaitan dengan kondisi yang darurat pemerintah Italia
menggunakan decree-/"%us (undang-undang yang dikeluarkan
peruerintah, bisa ditaf;;iirkan menjadi Peraturan Peruerintah dalam
hukum Indonesia) hanya untuk kasus yang Iuar biasa dan mendesak,
salah satunya adalah terkait persoalan penangguhan beberapa tugas
pemerintah daiam urusan liskal. Termasuk dalam halini adalali paket
sebesar 25 minar euro yang diatur dalam LawDecreeN0. 18 "Cadre Italy"
tangga1 17 Maret 2020. Law Decree ini dikeluarkan o1eh Feinerintah
dalam bentuk Peraturan Feinerintah untuk kondisi yang khusus,
genting, dan 1/1endesak yang berlaku pada han yang sama. Seranjutnya
itu akan di&\Iukan ke parlemen, subjek dan l{ewenangan parlemen dan
dalam waktu 60 han parlemen dapat menentukan dapat atau tidak
ditetapkannya Peraturan Feinerintah itu menjadi undang-undang
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tersebut meIalui musyawarah atau voting. Later Decree No. 18 "C?, re
Italy"tangga1 17 Maret 2020 yang di;Ijukan ke parlemen ini dilakukan
beberapa kalirevisi/amandemen;

341. Bahwa di Australia adanya penambahan peraturan perundang-
undangan yang diperlukan untul{ mengimplementasikan paket-paket
kebtiakan pemerintah yang dibuat secara terukur. Undang-undang
tersebut telah disetujui o1eh Parlemen pada tangga1 28 Maret 2020
Peraturan tersebut termasuk penambahan dana 40 minar dollar
Australia diperuntukan kepada Kernenterian Keuangan untuk
mengantisipasi kejadian-k<;jadian yang Inungkin akan tenadi terkait
covid-19. Perubahan aturan Iebih Ianjut yang sekiran5, a diperlukan
pemerintah karena adanya perubahan keb^akan terkait penggunaan
dana tersebut juga barus meIaiui parlemen. Salah satunya adalah
perubahan atas aturan tersebut pada 8 April 2020. Parlemen tetap
mengadakan sidang walaupun hanya 4:0% dan l{apasitas kursiyang ada
dikarenakan pada tangga123 Maret 2020 ada tiga anggota dewan yang
POSitif terkena covid-19. Sidang parlemen inI sangat krusial untuk
meloloskan anggaran yang diajukan o1eh pemerintah untuk
mengajukan dana stimulus penanganan pandemicovid-19;

85, Bahwa di Kanada dikarenakan mencegah penyebai'an */irus covid-19,
SIdang-sidang parlemen ditangguhkan (suspended) dart tanggal Is
Maretsampai dengan 20 April dan kernungkinan diperpanjang. Mereka
akan kernbali rapat hanya untuk sidang musyawarah/voting terkait
dengan rencana anggaran paket ekonomi seiumlah 193 inniar dollar
Kanada untuk mendukung para peketia dan bisnis yang terdampak
covid-19, penangguhan pajak, dan perlindungan kesehatan dan
keamanan (8, *!% dan GDP). Undang-Undang untuk Tanggap Darurat
Covid-19 dan Ekonomi (GOPID-19 Emergency Re^I!, o72$8 1461 a"of
ECo"Qintb Re^#orese) disahkan tangga1 25 Maret 2020 dan undang-
undang ini direvisi kernbali pada tangga1 11 April 2020 karena
pemerirttah mengajukan anggaran baru terkait subsidi, Undang-
undang inI memberIkan kekuasaan khusus kepada perdana meriteri
hanya sampaitanggal So September 2020. Itekuasaan yang diberikan
kepada pemerintah ini meningkatkan kernampuan pemerintah untuk
bertindak Iebih neksibel atas perkembangan-perkembangan yang
tel:jadiyang mengurangipengawaSan parlemen;

86. Jadi dapat digarisbawahi dan masing-masing negara meinniki
kesamaan dalam merespon pandemi covid-19 ini, Tentunya tetap
meinperhatikan kewenangan masing-masing institusipolitik yang ada*
antara pemerintah seraku eksekutif dan legislatif: Pentingnya respon
cepat dart pemerintah dalam menghadapi penyebaran dan pencegahan
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A1amat: 11, PoltongariRaya, RukoMahoiiiBlok 11, PusarMingguJakarta Selatan, 12510. 34
website:\vww. dinlaw rou .coin



pandemi COYid-19. 01eh karenanya pemerintah diberikan kewenangan
khusus dalam waktu yang singkat dalam bulan-bulan penyebaran
pandemi covid-19. Di negara-negara tersebut tidak memberi
kewenangan 1<busus kepada pemerintah daiam bidang anggaran seiama
bertahun-tahun. Daiam kondisi yang darurat pun DPR harus hadir
untul{ bekena mengawaljalannya pemerintahan. Setiap Iteb^akan
pemerintah dan keputusan yang diambil barus tetap dalam pengawasan
parlemen. Perubahan undang~undang dan anggaran harus tetap
malalui DPR, dan perubahan perundang-undangan, untuk merespon
covid-19 juga harus malalui prosedur yang WE\jar sebagaimana
berdasarkan pada pandu-pandu konstitusi yaitu meIalui
panemen/Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana perkataan A. V.
Dicey, tidak ada suatu kekuasaan pun yang ada di negara demokrasi
yangdapat mengesampingkan kekuasaan parlemen/DER;

(DIN LA, .161^0UP

lV.

Dan uralan-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, 11, dan 1/1
diatas, inaka sampanah Feinohon keyada ringkasan dan permohonan iniyang
dapat dirumuskan sebagai herikut:

RINGKASAN

I. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji
norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasa1 2, Pasal
12 ayat (2), Pasa1 27 dan Pasa1 28 angka (3) dan (10) Lampiran
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Fernerintah Fengganti Undang-Undang Nomor L
Tahun 2020 tentang I^ebjjakan I^euangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan unituk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
micaman Yang MeinbahayakanPerekonomian Nasionaldan/atau
Stabilitas Sistem Iceuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Nomor 1341 Tallun 2020, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 65.6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516)terhadap
Pus^I I ayat (2) dan ^yat (8), Pusal ,* ayat (1), Pus^I 5 ayat (2),
Pusa1 20 ayat (1), Pusa1 20A ayat (1), Pusa1 28, Pus"I 23E, Pus^I
9^,, Pusa1 24^A ayat (T), Pusa1 97 "yat (L), Pus^I 280 ayat (1), dan
Pasa1 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19+5, seranjutnya disebut "Undang-Undang Dasar
19415";

2. Berdasarkan norma yang diatur daiam Pasal galC ayat(I) UUD 19415,
Pasal 10 ayat(I) hurufa Undang~UndangN0. 24! Tahun 2003 tentang
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Mahkamah lionstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 8 Tahun 201T tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 24, Tahun L983 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasa1 29 ayat (1)
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
dan Pasa1 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tabun 2011 tentang
Feinbentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terah
diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tabun 2011 tentang

Mahl<amahPerundang-Undangan,Feinbentukan Peraturan

Konstitusi belwenang untuk memeriksa, mengadili dan meinutus
permohonan ini pada tingkat. pertaina dan terakhir yang putusannya
hersifat final;

s. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memillki
hak-hak konstitusional, balk langsung inaupun tidak langsung, yang
diberikan o1eh UUD 19*5, y^kin P^^^I } ayat (2) dan ^yat (3), Pus^I
* ayat (1), Pus^I 5 ayat (2), Pus^I 20 ayat (1), Pus"I 20A ayat (1),
Pasa1 93, Pasa1 23E, Pasa1 24, , Pasa1 24A ayat (,.), Pasa1 27 ayat
(1), Pus^I 280 ayat (}), dan Pusa128J ay"t (2) UUD 19^5. Hat-hak
konstitusional tersebut nyata-nyata telah dilanggar dengan
berlakunya norma Pasa1 2, Pasa1 12 ayat (2), dan Pasa1 27, dan
Pasa1 28 angka (3) dan (10) Lampiran Un No. 2 Tabun 2020
tentang Eerietapan Peraturan Feinerintah Fengganti Undang-
Undang Nomor Nomor I Tallun 2020 tentang 11, eb^ichan
Iceuangan Negara dan Stabilitas Sistem lieuangan unituk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancannan Yang
Meinbahayakan Perekonomian IQ'asional dan/atau Stabilitas
Sistenm I^euangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Nomor 1841 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516), 01eh karenaitu
Feinohon meinpunyai It;gal standz}28 atau 1<edudukan hukum untuk
memohon pengujian undang-undang ini;

*. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang telah Feinohon
kernukakan dalam uraian-uraian dalam Angka 111 di atas, Feinohon
berkesimpulan bahwa norma undang-undangyang diatur daiam Pasal
29 Pasa1 19 ayat (^), Pasa1 27, dan Pasa1 28 angka (3) dan (10)
Lampiran LTD No. 2 Tanun 2020 tentang PenetapaiL Peraturan
Feinerintah Fenggantil. Indang-Undang Nomor Nomor I. Tahun
2020 tentang Icebjjakan Kenangan Negara dan Stabilitas Sistem
Iteuangan untul, : Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
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2019 (Covid-19) dan/atan Dalam Rangka Menghadapi Ancannan
YangMembahayakan Perekonomian Nasionaldan/atau Stabilitas
Sistem. 11^euangan Menjadi Undang-Undang (Le, ribaran Negara
Nomor 1.3, * Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) berte, ,t", 284"
de?, gc?a agorm@ tomst, 't, ,$i $86cg@jin@,, c di@tt, r di 4414m Pasal I.
ayat (2) dan ayat (8), Pus^I a^ ayat (1), Pusa1 5 ay^t (2), Pus^I 20
ayat (I. )9 Pasa1 20A ayat (I. ), Pasa1 23, Pasa1 23E, Pasa1 241, Pasal
2+A ayat (1), Pus^I 27 ayat (L), Pusa1 280 ayat (1), dan Pusa1 28J
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia
Tahun 19415, 01eh karena itu terdapat alasan yang cultup bagi
Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa nomia undang-
undang chinaksud bertentangan dengan UUD 194:5, dan
mengabulkanpetitumPemohon;

(DIN LA, ^16ROUP

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uralan sebagaimana telah dikemukakan dalam
keseluruhan isI permohonan ini, inaka izinkanlah Feinohon untuk memohon
kepada Maidis Hakim A-fahkamah Konstitusi agar terlebih dahulu
menyatakan bahwa Pemohon meminki kedudukan hukum (1<galst""ofz'"8:1
untuk memohon pengujian undang~undang, yaknimengujiPasa12, Pasa1 12
ayat (2),lPasa1 27, dan Pasa1 28 angka (8) dan (10) Lampiran Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 9020 Tentang Fenetapan Peraturan lReinenntah
Fengganti Undang-Undang Nomor I. Tahun 2020 tentang Iceb^jakan
Iceuangan Negara dan Stabihtas Sistem Iteuangan untuk Penanganan
Pandemicorona VirusDisease 2019 (Covid-19) dan/atau Daiam Rangka
Menghadapi Ancannan Yang Meinbahayakan Perekonomian 1.1asional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Len, baran Negara Nomor 1.34! Tahun 2020, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6516, Tan, bahan Lembaran Negara Nomor 6516)
techad^p Pus^I l ayat (2) dan ^yat (3), Pus^I + ayat (1), Pus^I 5 ay^t (2),
Pus^120 ayat (l), Pus^120A ay^t (1), Pus^I 28, Pusa12sE, Pus^124^, Pasal
24^A ayat (l), Pus^I 27 ayat (1), Pas^1280 ayat (L), danP^, a128J ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945, kernudian meinutuskan hal-hal sebagai
berikut:

I. Mengabulkan permohonan Feinohon;

Menyatakan Pasa1 2, Pasa1 12 ayat (2), Pasa1 27, dan Pasa1 28 angka
(8) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

2.
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Tentang Penetapan Peraturan Feinenntah Pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Keb^akan Keuangan Negara
dan StabUitas SIStem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
'/irus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas SIStem Kenangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 194.5;

S. Menyatakan Pasal 2, Pasa1 12 ayat (2), Pasa1 27, dan Pasa1 28 angka
(3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Fengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Itebjjakan Keuangan Negara
dan Stabilitas SIStem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Nomor 1341 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) tidak
meInpunyaikekuatan hukum yang mengikat;

Bahwajika^, Iahkamah tidak berkehendak untuk meinutuskan permolionan
Pemohon sebagaimana permohonan diatas* Feinohon memohon:

+. Menyatakan Pasa1 2, Pasa1 12 ayat (2), Pasa1 27, dan Pasa1 28 angka
(3) dan (10) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Feinerintah Fengganti Undang~
Undang Nomor I Tahun 2020 tentang KGb^akan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Datam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Meinbahayakan Perekonomian 11'asional dan/atau
Stabilitas Sistem Iteuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) adalah
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tabun 194.5 secara bersyarat (co"ofzti0"@!6, co?Ishtt, tzb?a"4) sepanjang
dimaknaihanya berlaku untuk tahun anggaran 2020;

5. Menyatakan Pasa1 2, Pasa1 12 ayat (2), Pasa1 27, dan Pasa1 28 angka
(3) dan (10) Lampiran Undang~Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Keb^akan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/amu
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) tidak
meinpunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak
dimaknai hanya berlaku untuk tabun anggaran 2020;

6. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam BeTita Negara
Republik Indonesia

Atau apabila Maielis Hakim Konstitusi berpendapatlain, mobon putusan yang
sandil-adjlnya.

Atas perhatian yang diberikan o1eh Yang Mulia, Feinohon menyampaikan
ucapan terima kasih,

(DINLA, ^. 16ROUP

Honnatl, ami,

Feinohon

I I, S, ,,

,
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